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MOTTO
“ Apabila anda berusaha dengan sebaik-baiknya, maka hasil terbaik yang anda

dapatkan adalah cukup memuaskan “
(Thomas Edward Yorke, Optimistic Kid A : 2000)
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ABSTRAKSI

Tukar menukar aset tanah dan bangunan negara merupakan cara yang
efektif dan efisien di dalam memenuhi kebutuhan departemen/lembaga terhadap
gedung/kantor dan atau perumahan beserta fasilitasnya, karena Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tidak mampu menampung kebutuhan
departemen/lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi konsideran pada
Keputusan Menteri Keuangan KMK.350/KMK.03/1994. Tukar menukar barang
milik/kekayaan negara adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang
tidak bergerak milik negara kepada pihak lain (swasta atau BUMN)
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan
tidak merugikan negara.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah, masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum pada
umumnya agar dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan ilmu hukum dan
dapat mengkaji dan menganalisa rumusan masalah vang ada.

Metode yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini berupa pendekatan
masalah, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data vang diperoleh
kemudian diakhiri dengan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

Secara umum persyaratan aset negara vang akan ditukarkan ini adalah
bahwa aset tersebut tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota
(RUTR), adanya kebutuhan akan bangunan baru untuk kepentingan
departemen/lembaga, serta aset tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan
disebabkan bangunannya yang telah lapuk atau secara teknis tidak lavak lagi
digunakan. Pelaksanaan tukar menukar aset tanah dan bangunan negara dilakukan
berdasarkan perjanjian tukar menukar vang telah disepakati antara
Departemen/Lembaga dengan pihak swasta yang antara lain kesepakatan
mengenai tugas dan kewajiban masing-masing pihak, pengawasan dari tim
pengawas, kriteria bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti dan jangka waktu
pelaksanaan perjanjian tukar menukar (18 bulan). Akibat hukum apabila terjadi
wanprestasi adalah pihak swasta (PT Rukun Makmur Indah) wajib membayar
ganti rugi, biaya dan bunga yang besarnya ditentukan dalam perjanjian tukar
menukar. Cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian tukar
menukar ini melalw jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila jalan
musyawarah tidak dapat dicapai suatu penyelesaian maka kedua belah pihak
sepakat untuk menyerahkan perkaranya di pengadilan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa di dalam syarat-syarat perjanjian
tukar menukar aset tanah dan bangunan negara antara Departemen Pekerjaan
Umum dengan PT. Rukun Makmur Indah adalah berpedoman kepada Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994 vang antara lain menyebutkan
bahwa terdapat RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) tanah dan bangunan,
persyaratan tanah/bangunan negara yang akan dilepas/ditukar, dan persyaratan
tanah dan bangunan baru pengganti dari PT. Rukun Makmur Indah. Mengenai
pelaksanaan perjanjian disepakati dilaksanakan selama 18 bulan oleh PT. Rukun
Makmur Indah beserta pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas
Departemen. Apabila terdapat wanprestasi PT. Rukun Makmur Indah wajib

|
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membayar biaya, ganti rugi dan bunga sesuai dengan kesepakatan di dalam
perjanjian tukar menukar tersebut. Penyelesaian sengketa antara kedua belah
pihak dapat dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mutakat dan apabila tidak
tercapai  kesepakatan dalam musyawarah, kedua belah pihak sepakat
menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

Saran-saran berdasarkan kesimpulan dan pembahasan tersebut di atas
adalah bahwa untuk persyaratan bagi calon penukar harus berbentuk badan
hukum, harus ditetapkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
harus ada penetapan jangka waktu tukar menukar.
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I. PENDAHULU

1.1 Latar belakang

Pemerintah dalam mengatur biaya pengeluaran pembangunan berpedoman
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan suatu aturan dan
tatacara pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dibuat oleh pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
serta diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden. Pengeluaran yang dianggap
penting dalam pembangunan antara lain untuk bidang pendidikan, pembangunan
gedung-gedung kantor bagi instansi pemerintah, dimasukkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hal tidak tersedia anggaran untuk pengadaan
gedung-gedung kantor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka ada
cara lain yang dapat dilaksanakan yaitu dengan cara tukar menukar.

Sekitar 5 sampai 10 tahun terakhir ini masalah tukar menukar antara Instansi /
lembaga pemerintah dengan pihak ke III (swasta atau BUMN) semakin sering terjadi
mengenai aset negara yang dikuasai dan dikelola oleh instansi / lembaga pemerintah
tersebut. Sebelum tahun 1988 pelaksanaan tukar menukar belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini menyebabkan terjadinya tukar
menukar aset negara yang prosesnya tidak benar dan mengakibatkan kerugian
negara.

Seringnya terjadi tukar menukar tersebut antara lain disebabkan anggaran
pemerintah untuk pengadaan bangunan gedung kantor baru yang sesuai dengan
kebutuhan departemen atau lembaga tersebut tidak memadai dan anggaran untuk 1tu
sangat terbatas. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor
350/KMK.03/1994 pada bagian konsideran. Departemen / lembaga tidak
diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Secara umum persyaratan aset negara yang akan ditukarkan ini
adalah bahwa aset tersebut tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota,
adanya kebutuhan akan bangunan baru untuk kepentingan Departemen/Lembaga,
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serta aset tersebut sudah tidak dipergunakan lagi yang disebabkan bangunannya
lapuk atau secara teknis tidak layak lagi dipergunakan.

Dalam tukar menukar aset tanah dan bangunan ini, pemerintah tidak
mengeluarkan biaya karena semua biaya dalam proses pembangunan bangunan baru
yang dibutuhkan oleh departemen / lembaga menjadi beban sepenuhnya oleh pihak
penukar. Memperhatikan kenyataan tersebut, maka pemerintah pada tahun 1994 telah
mengeluarkan kebijakan untuk mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara terutama yang berkaitan dengan pengadaan bangunan baru bagi
kebutuhan departemen / lembaga. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan
melalut Departemen Keuangan pada tahun yang sama mengenai tata cara tukar
menukar barang milik / kekayaan negara dan merupakan penjelasan dari kebijakan
pemerintah mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Khusus di dalam Departemen Pekerjaan Umum sendiri telah mengeluarkan
peraturan mengenai tukar menukar yang disebut dengan tukar bangun (ruilslag) yang
menjelaskan tatacara dan pelaksanaan tukar bangun secara rinci dan lengkap. Tukar
bangun (ruilslag) merupakan cara yang efisien dalam memanfaatkan tanah dan atau
bangunan dalam pengelolaan Departemen Pekerjaan Umum yang keadaannya atau
lokasinya tidak sesuai dengan perkembangan atau tuntutan pekerjaan dewasa ini dan
dalam tahun-tahun yang akan datang, maka potensi yang berupa tanah dan bangunan
itu perlu dimanfaatkan sebagai modal untuk penggunaan yang lebih berdaya guna
serta berhasil guna.

Proses tukar bangun (ruilslag) antara Departemen Pekerjaan Umum dengan
pihak lain baik lembaga pemerintah maupun swasta perlu ditetapkan dalam suatu
aturan agar dapat terwujud tertib administrasi dan tertib pemanfaatan tanah dan
bangunan Departemen Pekerjaan Umum. Di dalam proses tukar bangun ini pada
umumnya timbul permasalahan yaitu pada tahap persyaratan tukar menukar,
penilaian aset yang akan ditukar yang tidak berpedoman pada aturan atau kebijakan
pemerintah, pelaksanaannya dan penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

Hal ini terjadi karena dari lembaga pemerintah dan swasta yang bersangkutan belum

memahami tatacara tukar bangun sesuai pedoman yang berlaku.



Apabila dalam setiap proses atau pelaksanaan tukar bangun yang dilakukan
oleh departemen / lembaga dengan pihak ke-IlI tidak mengikuti aturan yang benar,
maka negara akan mengalami kerugian. Padahal pada prinsipnya dalam setiap proses
tukar bangun negara tidak boleh dirugikan..

Pelaksanaan tukar menukar ini dilakukan antara Departemen Pekerjaan Umum
sebagai pihak dari pemerintah yang akan melepaskan asetnya dan pihak PT. Rukun
Makmur Indah sebagai suatu badan hukum swasta yang akan menukarkan dengan
tanah dan bangunan pengganti di 4 kota yaitu Surabaya, Mojokerto, Gresik dan
Sidoarjo

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun tertarik untuk mempelajari dan
mengkaji proses pelaksanaan tukar menukar aset negara ini dalam skripsi dengan

judul :

“KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR
MENUKAR ASET TANAH DAN BANGUNAN NEGARA ANTARA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DENGAN PT. RUKUN MAKMUR
INDAH DI JAKARTA*,

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang akan dibahas
dalam skripsi ini adalah :
apa sajakah syarat-syarat tukar menukar aset tanah dan bangunan negara ?
b. apa sajakah syarat-syarat perjanjian tukar menukar aset tanah dan bangunan
negara ?
c. bagaimana pelaksanaan perjanjian tukar menukar aset tanah dan bangunan
negara 7
d. bagaimana akibat hukum dan cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam

pelaksanaan tukar menukar aset tanah dan bangunan negara ?



1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dimaksud dalam penyusunan skripsi ini adalah
mengemukakan segi-segi masalah yang dibahas serta bagian-bagiannya. Ruang
lingkup dalam skripsi ini membatasi pada proses sampai pelaksanaan tukar menukar
aset tanah dan bangunan negara antara Departemen Pekerjaan Umum dengan PT.
Rukun Makmur Indah. Penjabaran ruang lingkup harus terperinci, sistematis, dan
sejalan dengan rencana kerja serta dibatasi hanya menyangkut pokok masalah. Oleh

karena itu, dengan ruang lingkup ini diharapkan agar pembahasan tidak menjadi

meluas dan tanpa arah (Madyo Ekosusilo, 1995 : 87)

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan berkaitan erat dengan masalah dan merupakan arahan
jawaban dari hipotesis (Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah UNEJ, 1998 : 15).
Tujuan penulisan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum adalah tujuan yang ingin dicapai setelah penelitian selesai,
dalam hal ini erat kaitannya dengan manfaat penelitian (Pedoman Penyusunan Karya
Ilmiah UNEJ, 1998 : 15). Tujuan umum penulisan ini adalah :
a. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian tugas serta syarat yang diperlukan
untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
b. untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat, pemerintah pada
umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan
pedoman dalam mengembangkan ilmu hukum.
1.4.2 Tujuan Khusus ' ‘
Tujuan khusus adalah bagian dari tujuan umum, mengemukakan hasil-hasil
yang hendak dicapai dan tidak boleh lepas atau menyimpang dari permasalahan yang
telah dikemukakan (Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah UNEJ, 1998 : 15)
Tujuan khusus penulisan ini adalah :
a. untuk mengetahui syarat-syarat tukar menukar aset tanah dan bangunan negara
b. untuk mengetahui syarat-syarat perjanjian tukar menukar aset tanah dan

bangunan negara.



¢. untuk mengetahui pelaksanaan tukar menukar aset tanah dan bangunan negara.
d. untuk mengetahui akibat hukum jika terjadi cidra janji (wanprestasi) serta cara

penyelesaiannya dalam pelaksanaan tukar menukar aset tanah dan bangunan

negara.

1.5 Metode Penulisan

Uraian tentang metode mengandung prosedur kegiatan yang dilakukan, bahan
dan alat serta cara yang digunakan baik untuk mengumpulkan maupun mengolah
data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah
(Pedoman Penyusunan Karya llmiah UNEJ, 1998 : 16). Oleh karena itu, dalam
penyusunan skripsi ini metode yang digunakan berupa pendekatan masalah, sumber
data, metode pengumpulan data, dan analisis data yang diperoleh kemudian diakhiri
dengan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.
1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam skripsi ini, pendekatan masalah yang dipergunakan adalah
pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan melakukan penelitian awal pada data
sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data
primer di lapangan atau dari pihak yang terkait (Soekanto, 1986 : 52). Data yang ada
di lapangan tersebut selanjutnya ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan permasalahan.
1.5.2 Sumber Data

Sumber data ialah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data adalah
kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang
berasal dari sumber data (Pedoman Penyusun Karya Ilmiah UNEJ, 1998 : 17).

‘Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan dua macam sumber data
yaitu :

a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung

dari obyek penelitian yang ada di lapangan yang berasal dari hasil konsultasi,



informasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini penyusun memperoleh data primer
dari :

1) Departemen Keuangan, Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara

2) Biro Hukum Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

3) Departemen Dalam Negeri, Kepala Badan Pertanahan Nasional.

b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak
langsung baik berupa dokumen maupun informasi lain (Pedoman Penyusunan
Karya IImiah UNEJ, 1998 : 18).
Data sekunder yang diperoleh dengan cara mengkaji literatur, peraturan
perundang-undangan yang ada, pendapat para sarjana dan media tulis lainnya dan

data yang diperoleh dari pihak terkait.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah uraian yang menjelaskan cara dan tehnik
serta alat atau instrumen yang dipergunakan untuk memperoleh data (Pedoman
Penyusunan Karya Ilmiah UNEJ, 1998 : 18). Dalam penyusunan skripsi ini metode
pengumpulan data yang dipergunakan adalah :
a. Studi Literatur
Dalam hal ini penyusun melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari
karya ilmiah dari para sarjana, buku literatur, peraturan perundang-undangan dan
artikel yang berhubungan dengan skripsi ini. Berdasarkan metode imi penyusun
dapat memperoleh data tentang teori-teori hukum yang dapat dipergunakan di
dalam memecahkan masalah yang ada.
b. Studi Lapangan
Metode pengumpulan data ini diperoleh melalui wawancara dan konsultasi
secara langsung dengan pihak yang terkait terutama dengan pihak Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Keuangan, Badan Pertanahan
Nasional yang dilakukan secara sistematis dan terarah sehingga sesuai dengan

permasalahan.



1.5.4 Analisa Data

Penyusun di dalam menganalisa data-data menggunakan metode deskriptif
kualitatif yaitu suatu upaya untuk memberikan suatu gambaran yang obyektif,
sistematis dan rasional untuk mendapatkan jawaban yang riil terhadap permasalahan
yang ada, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan

dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus (Madyo
Ekosusilo, 1995 : 88).



IL. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Tukar menukar aset tanah dan bangunan negara merupakan cara yang efisien
dan efektif untuk mengadakan bangunan baru yang dibutuhkan oleh departemen /
lembaga tanpa mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tukar
menukar asct tanah dan bangunan negara dapat dilakukan olch : Dcpartemen, dengan
instansi Pemda, Badan Usaha Milik Negara, ataupun Badan Hukum Swasta
(Perscroan Terbatas). Di dalam peclaksanaan tukar menukar ini pihak penukar
berkewajiban untuk memenuhi persyaratan yang ditcntukan olch departemen /
lembaga. Departemen / lembaga pemerintah tidak ingin dirugikan, karena dalam
pelaksanaan pembangunan bangunan baru tersebut semua biaya ditanggung oleh
penukar sampai pada tahap Berita Penyerahan Serah Terima. Departemen yang telah
mendapatkan bangunan baru yang cocok, selanjutnya melalui Surat Keputusan,
melepaskan aset yang dimilikinya tersebut dari Daftar Inventaris untuk ditukar.

Fakta adalah keadaan yang nyata dan dapat diketahui pada saat atau waktu
tertentu. Fakta yang ada dalam tukar menukar antara Departemen Pekerjaan Umum
dan PT. Rukun Makmur Indah dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Fakta mengenai aset tanah dan bangunan negara

Sejak zaman Belanda di Surabaya terdapat Kantor Dinas Cipta Karya dan
Dinas Bina Marga yang berlokasi di Jalan Kedungdoro No. 36, 38 dan 40. Dengan
adanya perkembangan perkotaan, terutama sampai dengan tahun 1981, lokasi ke dua
kantor tersebut secara administratif dan inventaris termasuk aset Departemen
Pekerjaan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan planologi kota. Disamping itu juga
tidak ada ketenangan untuk para karyawan dalam bekerja, mengingat lokasi gedung
kantor terscbut berdekatan dengan pertokoan dan perdagangan. Serta ditambah lagi
kedua gedung kantor tersebut dilihat dari umurnya sudah sangat tua, karena berdiri

sejak zaman Belanda, sehingga sudah tidak cocok lagi sebagai kantor/tempat bekerja
pada umumnya.



Pada tahun 1981 ada permohonan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Jawa Timur, agar tanah dan bangunan kantor di Jalan Kedungdoro No. 36, 38 dan 40
Surabaya itu dilakukan tukar menukar dengan pihak swasta. Permohonan itu
diajukan kepada Menteri Pekerjaan Umum, mengingat kebutuhan akan Kantor Dinas
Pekerjaan Umum Propinsi, sedangkan upaya pembangunan melalui biaya Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat diwujudkan. Proses lebih lanjut dari
permohonan ini scmpat terhenti / tersendat sclama 4 tahun, karcna adanya masa
persiapan Pemilu dan kemudian diikuti dengan adanya perombakan / perubahan
kabinct pcmbangunan pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1985 olch Menteri
Pckerjaan Umum pada waktu itu, pcrmohonan tukar menukar terscbut diatas
disetujui. Tertundanya waktu cukup lama tersebut juga karena adanya tambahan
calon penukar disamping PT. Rukun Makmur Indah, sehingga hal tersebut perlu
diperhatikan dan ditampung. Setahun sebelum permohonan tukar menukar disetujui
Menteri Pekerjaan Umum maka dalam rangka mempersiapkan kegiatan tukar
menukar tanah dan bangunan Departemen Pekerjaan Umum di Jalan Kedungdoro No
36, 38 dan 40 Surabaya, telah dibentuk Tim Persiapan Penukaran Tanah / Bangunan
Negara Jalan Kedungdoro No 36, 38 dan 40 Surabaya dengan Keputusan Menteri
Nomor 288 / KPTS / 1984,

Data mengenai aset tanah dan bangunan Departemen Pekerjaan Umum di Jalan

Kedungdoro No 36, 38 dan 40 Surabaya tersebut adalah sebagai berikut :
a. Tanahnya

1) lokasi : Jalan. Kedungdoro No. 36, 38 dan 40 Surabaya

2) luasnya :9.772 M2

3) riwayat : diperoleh . dibangun sejak zaman Pemerintah Hindia
Belanda

4) bukti pemilikan : Sertifikat Hak Pakali

5) peruntukan tanah : untuk Gedung Kantor Pekerjaan Umum

6) status tanah : tanah negara yang dikuasai Departemen Pekerjaan

Umum
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b. Bangunannya

1) lokasi :s.da

2) luas 14217 M2

3) riwayat - diperoleh / dibangun sejak zamén Belanda
4) dibangun : tahun 1933

5) penggunaan : untuk kantor cipta karya dan bina marga

6) dokumen bangunan  : legger/dokumen riwayat pcmbangunan bangunan
7) status bangunan : untuk negara cq Departemen Pekerjaan Umum

Dipihak lain ada penawar / calon penukar yaitu PT Rukun Makmur Indah,
yang beralamat di Jalan Waspada No. 15 Surabaya menginginkan aset tanah dan
bangunan negara di Jalan Kedungdoro No 36, 38 dan 40 Surabaya dengan cara tukar
menukar (ruilslag). PT. Rukun Makmur Indah adalah suatu perusahaan developer
swasta yang bidang kegiatannya meliputi kontraktor, perdagangan, dan merupakan
perusahaan swasta pertama yang mengajukan keinginan tukar menukar dengan
Departemen Pekerjaan Umum. Peminat dari perusahaan swasta, baik dari Surabaya
maupun diluar Surabaya makin bertambah, sehingga untuk penanganan proses tukar
menukar tersebut perlu dipersiapkan secara tertib dan bertanggung jawab.

Tanah dan bangunan milik Departemen Pekerjaan Umum tersebut akan ditukar
oleh PT. Rukun Makmur Indah dengan tanah, bangunan, utilitas dan fasilitas
pengganti yang terletak di :

a. Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya

b. Desa Kembangan, Kecamatan Kebon Mas, Kabupaten Gresik

¢. Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto
d. Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

Tanah, bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti di keempat kota tersebut
untuk sclanjutnya dalam skripsi ini penyusun sebut tanah dan bangunan pengganti.
2.1.2 Fakta mengenai prosedure / tatacara tukar menukar

Tahun 1985, saat proses tukar menukar tersebut dimulai, belum ada tatacara
yang lengkap dan jelas yang dapat dipakai sebagai acuan. Dalam pelaksanaan proses
tukar menukar tanah dan bangunan gedung di Jalan Kedungdoro No. 36, 38 dan 40

Surabaya, Departemen Pekerjaan Umum melalui Tim Persiapan Tukar Menukar
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sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Menteri Nomor 288 / KPTS / 1984

mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan, yaitu :

a. menyelesaikan status hukum atas tanah dan bangunan di Jalan Kedungdoro No
36, 38 dan 40 Surabaya.

b. merencanakan dan mempersiapkan persyaratan dan tatacara serta segala sesuatu
untuk keperluan pelaksanaan tukar menukar (ruilslag) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

¢. meneliti calon-calon yang telah menyatakan minatnya untuk diajukan usulan
kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 608 / KPTS / 1986 tim
tersebut telah ditambah keanggotaﬁnnya dengan memasukkan unsur Departemen
Keuangan dan ditingkatkan tugas-tugasnya, antara lain melakukan tugas pengawasan
umum atas pelaksanaan pembangunan gedung tanah dan bangunan pengganti.

Berdasarkan fakta yang ada pada waktu itu, Departemen Pekerjaan Umum
dituntut agar dalam pelaksanaan tukar menukar sejauh mungkin negara tidak

dirugikan, sedangkan tolok ukur untuk menilai aset dalam tukar menukar belum ada
aturannya.

2.2 Dasar Hukum

Dalam proses tukar menukar aset tanah dan bangunan negara, ada beberapa
perangkat peraturan yang dijadikan sebagai suatu acuan atau pedoman dalam
pelaksanaan tukar menukar tersebut. Di dalam skripsi ini penyusun akan membagi

perangkat peraturan tersebut dalam 2 (dua) macam bentuk, yaitu bersifat umum dan
khusus

2.2.1 Bersifat umum

Peraturan tentang tukar menukar yang bersifat umum artinya tukar menukar
tersebut dapat dilakukan oleh setiap subyek hukum perdata antara lain perorangan
dan badan usaha yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :
a. Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu,

atau untuk tidak berbuat sesuatu”.
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Pasal 1239 KUHPerdata yang menyebutkan :

Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,
apabila si  berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan
penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan

bunga.

Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih*,

Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan

Untuk sahnya persctujuan diperlukan cinpat syarat :

1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan :

3) suatu hal tertentu ;

4) suatu sebab yang halal

Pasal 1321 KUHPerdata yang menyebutkan :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan®.

Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya*.

Pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan :

“Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Pasal 1340 KUHPerdata yang menyebutkan : :
“Persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga ; tak dapat
pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam
pasal 1317,

Pasal 1541 KUHPerdata yang menyebutkan

“Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak

mengikatkan dirinya untuk saling memberikan sesuatu bertimbal-balik, sebagai

gantinya suatu barang lain”.
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J.  Pasal 1542 KUHPerdata yang menyebutkan :
“Segala apa yang dapat dijual, dapat pula menjadi bahan tukar menukar®,
k. Pasal 1543 KUHPerdata yang menyebutkan :

Jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan
kemudian ia membuktikan bahwa pihak yang lain bukan pemilik barang
tersebut, maka tak dapatlah ia dipaksa menyerahkan barang yang ia telah

janjikan dari pihaknya scndiri, mclainkan hanya untuk mengembalikan barang
yang telah diterimanya.

I. Pasal 1544 KUHPerdata yang menyebutkan :

Siapa yang karcna suatu penghukuman untuk menyerahkan barangnya kepada
seorang lain, telah terpaksa melepaskan barang yang diterimanya dalam tukar
menukar, dapat memilih apakah ia akan menuntut penggantian biaya, rugi dan

bunga dari pihak lawannya ataukah ia akan menuntut pengembalian barang yang
1a telah berikan.

m. Pasal 1545 KUHPerdata yang menyebutkan :

Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah diluar
salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari
pihaknya telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang ia
telah berikan dalam tukar menukar.

n. Pasal 1546 KUHPerdata yang menyebutkan :

“Untuk selainnya aturan-aturan tentang persetujuan jual beli berlaku terhadap

persetujuan tukar menukar®,

2.2.2 Bersifat khusus :

Untuk tukar menukar yang bersifat khusus artinya dalam proses tukar menukar
ini salah satu subyek hukumnya adalah badan hukum publik seperti : Departemen,
Pemda, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang
mempunyai aturan-aturan khusus dalam pemanfaatan aset negara yang dimilikinya..
Peraturan mengenai tukar menukar yang bersifat khusus ini, penyusun juga akan
membagi lagi dalam 2 (dua) bentuk berkaitan dengan masalah waktu, yaitu : sebelum
tahun 1988, dan sesudah tahun 1988,

a. Peraturan sebelum tahun 1988
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Sebagaimana telah diketahui, bahwa pelaksanaan tukar menukar antara

Departemen Pekerjaan Umum dan PT. Rukun Makmur Indah terjadi sebelum
tahun 1988, yaitu dimulai pada tahun 1981 dan diselesaikan pada tahun 1987.

Dengan demikian mengenai landasan hukum yang dipakai sebagai pedoman

adalah peraturan atau kebijakan pemérintah yang dikeluarkan pada waktu itu.

Peraturan dan kebijakan yang dimaksud adalah :

1)

2)

4)

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 pasal 13 ayat (2) yang antara
lain menctapkan bahwa untuk sctiap penghapusan barang milik negara
dengan jalan antara lain tukar menukar (ruilslag = tukar bangun) perlu
terlebih dahulu dimintakan ijin kepada Menteri Keuangan.

Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : TN.01.06-Mn/943 tanggal, 6
Nopember 1985 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan memuat
permohonan ijin tukar menukar (ruilslag).

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-29/MK.011/1986 tanggal 9 Januari
1986 yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum, memuat persetujuan
tukar bangun (ruilslag) jalan Kedungdoro No. 36, 38 dan 40 Surabaya.

Surat Menteri Pekerjaan Umum kepada Menteri Keuangan tertanggal 15
April 1985 Nomor : UM.01.05-Mn/290 yang memuat prinsip-prinsip tukar
bangun dan diusulkan untuk dapat digunakan secara umum dengan

persetujuan Menteri Keuangan.

Peraturan dan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sebelum tahun 1988

inilah yang menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan tukar bangun (tukar
menukar) antara Departemen Pekerjaan Umum dan PT. Rukun Makmur Indah,
karena proses tukar baﬁgun (tukar menukar) tersebut diawali pada tahun 1981 dan

disclesaikan pada tahun 1987, yaitu pada waktu Berita Acara Serah Terima Pertama
dibuat.

b. Peraturan Sesudah Tahun 1988

Setelah tahun 1988 peraturan mengenai tukar bangun (tukar menukar) yang

dikeluarkan oleh pemerintah adalah :



)

3)

4)

3)
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Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 193 / KPTS / 1988 tentang
Pedoman Tatacara dan Syarat-syarat Tukar Bangun (Ruilslag) Tanah dan
Bangunan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Bab I Ketentuan
Umum angka 3.1.1,, yang menyatakan :

Tukar Bangun (Ruilslag) adalah suatu perbuatan hukum (transaksi) tukar
menukar tanah dengan atau tanpa bangunan gedung Negara yang akan
dilepas, dengan pengganti berupa tanah saja atau bangunan baru saja atau
tanah beserta bangunan baru pengganti di tempat lain yang scnilai dengan
harga tanah dengan atau tanpa bangunan gedung Negara tersebut yang akan

diterima dengan tidak merugikan Negara dan tidak ada penggantian dalam
bentuk uang.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 193 / KPTS / 1988 tentang
Pedoman Tatacara dan Syarat-syarat Tukar Bangun (Ruilslag) Tanah dan
Bangunan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Bab I Ketentuan
Umum angka 3.1.4.,, yang menyatakan, “Ketentuan tentang pelaksanaan
tukar bangun (ruilslag) diatur dalam perjanjian tukar bangun antara
Departemen Pekerjan Umum dan pihak penukar yang bersangkutan”.

Keputusan Presiden Nomor. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 13 angka (2), yang menyatakan :

Barang tidak bergerak milik negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan
lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi pokok Departemen/Lembaga, dapat dihapuskan dengan keputusan
menteri/ketua lembaga yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 350 / KMK.03 / 1994 tentang
Tatacara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara pasal 2, yang
menyatakan. :

Tukar menukar Barang Milik/Kekayaan Negara adalah pengalihan dan atau
penguasaan barang tidak bergerak milik Negara kepada pihak lain dengan
menerima pengganti utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak
merugikan Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 350 / KMK.03 / 1994 tentang

Tatacara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara pasal 3, yang
menyatakan :
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Tukar menukar Barang Milik/Kekayaan Negara dilakukan oleh
Departemen/Lembaga  dengan pihak lain guna memenuhi kebutuhan
Departemen/Lembaga terhadap gedung/kantor atau perumahan beserta

fasilitasnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mampu
membiayai kebutuhan tersebut. :

6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470 / KMK.01/1994, khususnya pada
Bab Il -angka 1 huruf b, dimana dinyatakan, “Tindak lanjut dari
penghapusan barang milik / kekayaan negara dapat dilakukan melalui antara

lain tukar bangun (tukar menukar)”,

7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor . 350 / KMK.03/1994 tentang tatacara
tukar bangun (tukar menukar) barang milik kekayaan negara, dimana
disebutkan dalam angka 1 huruf ¢ yang menyatakan :

Subyek tukar bangun (tukar menukar) adalah antara Departemen / Lembaga
negara dengan :

a) pemda

b) badan usaha milik negara
¢) badan usaha milik daerah
d) koperasi

€) swasta

2.3 Landasan Teori

Landasan tcori berisi tcori-tcori yang digunakan untuk mendukung
pcrmasalahan yang diajukan. Mcngingat sifatnya scbagai pendukung penelitian,
maka teori yang diajukan hendaknya sesuai dengan judul yang diajukan, dan bukan
menyimpang dari permasalahan (Madyo Ekosusilo, 1995 : 89).
2.3.1 Pengertian perjanjian tukar menukar

Di dalam pengertiannya, tukar menukar itu berasal dari bahasa Belanda
“Ruiling” yang mempunyai arti kata tukar menukar, atau “Ruilen” yang berarti
menukarkan.
Dalam perkembangannya pengertian tukar menukar antara lain
a.  Menurut KUHPerdata pasal 1541 yang berbunyi, “Tukar menukar ialah suatu

persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling
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memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang

lain”,

b.  Menurut ProfR. Subekti, S.H., ( 1975 : 44 ) menyatakan, “Perjanjian tukar
menukar ini adalah juga suatu perjanjian konsensuil, dalam arti bahwa perjanjian
itu sudah jadi dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai barang-

barang yang menjadi obyek dari perjanjiannya”.

. Menurut Drs. C.S.T. Kansil, S.H., ( 1989 : 251 ) menyatakan :

Perjanjian tukar menukar itu sama dengan perjanjian jual beli, tetapi
perbedaannya pada tukar menukar kedua belah pithak berkewajiban untuk
menyerahkan barang, sedangkan pada jual beli pihak yang satu wajib
menyerahkan barang dan pihak yang lain menyerahkan uang.

d. Berdasarkan pengertian tukar menukar tersebut, dapat ditarik beberapa makna
yaitu ;

1) perjanjian tukar menukar adalah perjanjian obligatoir seperti jual beli, dalam
arti bahwa ia belum memindahkan hak milik tetapi baru pada taraf
memberikan hak dan kewajiban.

2) masing-masing pihak mendapat hak untuk menuntut diserahkannya hak
milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian. Perbuatan memindahkan
hak milik atas masing-masing barang adalah perbuatan (perbuatan-hukum)

yang dinamakan “levering” atau penyerahan hak milik secara yuridis.

Hal ini seperti yang dikatakan Subekti (1975 : 45) sebagai berikut :

Segala apa yang dapat dijual, dapat pula menjadi obyek perjanjian tukar
menukar. Kalau jual beli adalah mengenai barang dengan uang, maka tukar
menukar ini adalah suatu transaksi mengenai barang dengan barang. Untuk
dapat melakukan perjanjian tukar menukar, masing-masing pihak harus
pemilik dari barang yang dia janjikan untuk diserahkan dalam tukar menukar
tersebut. Adapun syarat bahwa masing-masing harus pemilik itu, baru berlaku
pada saat pihak yang bersangkutan menyerahkan hak milik atas barangnya.
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Kewajiban untuk menanggung ( “vrijwaring”, “warranty” ) sebagaimana diatur
dalam Pasal 1491 KUHPerdata yang menjadi kewajiban penjual berlaku bagi
seseorang yang telah memberikan barangnya dalam tukar menukar.

2.3.2 Pengertian tukar menukar aset tanah dan bangunan negara

Sebelum mengartikan istilah tukar menukar ini, terlebih dahulu diuraikan
pengertian dari aset tanah dan bangunan negara, yaitu kekayaan negara yang berupa
barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki / dikuasai olch instansi
pemerintah yang scbagian atau sclliruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah, seperti dihibahkan, dijual, atau
dipindahtangankan. Dalam hubungan ini tidak termasuk kekayaan negara yang
dipisahkan (yang dikelola Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan Pemerintah
Daerah.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 350 / KMK.03 / 1994 pasal 2
tukar menukar diartikan sebagai berikut, “Tukar menukar barang milik / kekayaan
negara adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak

milik negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk
barang tidak bergerak dan tidak merugikan negara®,

2.3.3 Pengertian wanprestasi (cidra janji)

Di dalam suatu perikatan itu terdapat pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk
memenuhi suatu prestasi, sehingga timbul hukum perikatan yaitu suatu hubungan
hukum antara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas
sesuatu (kontra prestasi) dan pihak yang lain mempunyai kewajiban (prestasi) untuk
melakukan atau memberikan sesuatu.

Menurut KUHPerdata Buku ke 11 tentang Perikatan, pada pasal 1234
menycbutkan, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat
scsuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Pasal 1239 menyebutkan, “Tiap-tiap
perikatan untuk berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya,

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi
dan bunga”.
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a. Menurut Wirjono Prodjodikoro S.H., ( 1973 : 44 ) wanprestasi adalah,
“Ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal
yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian”.

b. Menurut Satrio S.H, ( 1995 : 314 ) wanprestasi adalah, “Pada wanprestasi
kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Debitur tidak
melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana
mestinya”.

¢. Menurut Satrio S.H., ( 1993 : 122 ) wanprestasi adalah, “Kalau debitur tidak
memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya
itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi”.

Sebelum  dinyatakan cidra janji terlebih dahulu dilakukan somasi

(ingebrekestelling) yaitu suatu peringatan kepada debitur agar memenuhi

kewajibannya.
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3.1 Syarat-syarat perjanjian tukar menukar aset tanah dan bangunan negara
Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai syarat-syarat perjanjian tukar
menukar aset tanah dan bangunan negara, terlebih dahulu perlu diuraikan mengenai
Syarat-syarat tukar menukar itu sendiri.
Dalam menguraikan pembahasan angka 3.1 ini penyusun akan mcmbagi dalam
2 sub masalah, yaitu :
4. Syarat-syarat tukar menukar asct tanah dan bangunan negara
b. syarat-syarat perjanjian tukar menukar aset tanah dan bangunan negara
Penyusun membagi masalah 3.1 ini menjadi 2 sub masalah karena masing-masing
masalah mempunyai pengertian dan substansi yang berbeda. Uraian dari kedua sub
masalah tersebut adalah sebagai berikut :
3.1.1 Syarat-syarat tukar menukar aset tanah dan bangunan negara
a. Untuk syarat-syarat tukar menukar aset tanah dan bangunan negara harus
mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 / KMK.03 /
1994,
Dalam angka I huruf d Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 / KMK.03 /
1994 yang mengatur tentang alasan tukar menukar adalah sebagai berikut :
I) aset tanah dan bangunan negara tersebut terkena planologi (rencana umum
tata ruang) kota setempat
2) aset negara yang bersangkutan belum dimanfaatkan secara optimal (idle)
3) menyatukan asct yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi

dan dalam rangka efisiensi

4) memenuhi kebutuhan operasional pemerintah sebagai akibat pengembangan

organisasi

5) pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis hankam.

Untuk hal ini biasanya dilakukan oleh departemen / lembaga di bidang
hankam / TNI
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b. Berdasarkan peraturan intern dari Badan Pertanahan Nasional, mengenai Syarat-

syarat tukar menukar (ruilslag) dijelaskan sebagai berikut :

1) Surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan tanggal 12
Februari 1996 Nomor : 500 — 468 Perihal : Masalah Ruilslag Tanah-tanah

Pemerintah, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

a)

b)

Mengingat pada akhir-akhir ini semakin banyak dilakukan penghapusan
tanah / aset instansi pemerintah, baik yang ditcmpﬁh melalui pelepasan
maupun sccara tukar menukar (ruilslag) dan tukar menukar lazimnya
dilakukan dcngan developer swasta / perorangan, maka untuk
menghindari timbulnya kerawanan, perlu diikuti prosedur yang jelas
serta pengamanan seperlunya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disampaikan bahwa
tindakan pemindahtanganan penjualan barang-barang yang dimiliki /
dikuasai negara termasuk tukar menukar tanah instansi pemerintah pada
dasarnya telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994
Jis Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 dan Surat Keputusan
Menteri Keuangan Tanggal 13 Juli 1994 Nomor 350/ KMK.03 / 1994,
Dalam kaitannya dengan masalah pertanahan, setelah diperoleh ijin dari
Menteri Keuangan dan telah ditetapkan keanggotaan Panitia Penaksir
antar Departemen, dalam pelaksanaan penaksiran tanah digunakan
komponen nilai/harga yang ada, yaitu harga dasar, Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP) dan harga umum (dari PPAT) diambil angka tertinggi.
Setelah ruilslag dilaksanakan, segera diikuti dengan pensertifikatan
tanah yang dilepas oleh instansi pemerintah, dan sébaliknya terhadap
tanah pengganti dimintakan haknya oleh instansi pemerintah yang
menerimanya dan kemudian didaftarkan scbagai aset pihak penerima

atau aset instansi pemerintah yang bersangkutan.

2) Surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
tertanggal 24 Mei 1996 Nomor : 500 — 1448 Perihal : Masalah Ruilslag

Tanah-tanah Instansi Pemerintah, memuat penegasan atas angka 4 Surat
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Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional sebelumnya (
Surat tanggal 12 Februari 1996 nomor : 500 — 468 yang telah disebutkan
pada huruf ¢) diatas ), yang dimaksudkan untuk keseragaman persepsi
maupun dalam pelaksanaan penaksiran tanahnya, oleh karena itu perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Harga tertinggi yang dimaksud dalam surat tersebut yaitu adalah nilai /
harga yang paling menguntungkan  bagi  pemerintah  dengan
memperhatikan situasi dan kondisi atas tanah tersebut.

b) Situasi dan kondisi scrta faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai /
harga tanah terscbut diteliti baik sccara fisik maupun sccara
administratif oleh Tim Penaksir yang hasilnya digunakan untuk
menentukan nilai harga tanah tersebut.

¢) Apabila menurut pertimbangan Tim Penaksir lebih menguntungkan
pemerintah, penaksiran dilakukan dengan mengacu Pasal 15 Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yaitu dengan mendasarkan pada nilai /
harga yang nyata atau yang sebenarya dengan memperhatikan Nilai
Jual Obyek Pajak (NJOP) yang terakhir atas tanah tersebut.

Syarat-syarat tukar menukar juga diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 193 / KPTS / 1988 tentang Pedoman Tatacara dan Syarat-Syarat
Tukar Bangun (Ruilslag) tanah dan bangunan dilingkungan Departemen
Pekerjaan Umum.

Mengingat proses tukar menukar (ruilslag) antara Departemen Pekerjaan
Umum dan PT. Rukun Makmur Indah diawali pada tahun 1981, yaitu
berdasarkan Surat Kepala Dinas Pckerjaan Umum Propinsi Dati I Jawa Timur
tanggal 30 Mei 1981 yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum, maka
proses tukar menukar tersebut sampai tersendat selama kurang lebih 4 tahun,
Proses tersebut baru dimulai lagi pada tahun 1985 dan selesaj secara tuntas
dengan penyerahan Berita Acara Kedua pada tahun 1988.

Berdasarkan proses pelaksanaan tukar menukar antara Departemen
Pekerjaan Umum dan PT. Rukun Makmur Indah yang berlangsung dari tahun
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1985 s/d tahun 1988, maka secara hukum, landasan yang digunakan pada waktu
itu adalah Kebijakan-Kebijakan Departemen Pekerjaan Umum, yang ternyata
tidak jauh dari ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 193 / KPTS / 1988. Hal tersebut mengingat isi ketentuan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 193 / KPTS / 1988 pada dasarnya adalah
perwujudan hukum dan peraturan yang berasal dari proses pelaksanaan tukar
menukar tersebut.

Dengan berpedoman pada kebijakan Departemen Pekerjaan Umum yang
tertuang dalam Surat Menteri Pekerjaan Umum tanggal 15 April 1985 Nomor
UM.01.05 — Mn/290 pcrihal prinsip-prinsip tukar mecnukar, maka syarat-syarat

tukar menukar antara Departemen Pekerjaan Umum dan PT. Rukun Makmur
Indah adalah sebagai berikut :

1) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Persyaratan tanah dan bangunan pengganti yang akan diterima oleh
Departemen Pekerjaan Umum dituangkan dalam RKS yang disiapkan oleh
Tim Intern Departemen Pekerjaan Umum.
2) Persyaratan Tanah / Bangunan Negara Yang Akan Ditukar / Dilepas,
meliputi hal-hal sebagai berikut :
a) tanah adalah berstatus tanah negara ¢q Departemen Pekerjaan Umum
b) tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
¢) bangunan yang ada diatasnya sudah tidak berfungsi atau fungsinya telah
berubah
d) kondisi bangunan sudah tua, lapuk, rusak berat atau membahayakan
lingkungan sckitarnya
¢) tidak scsuai dengan planologi kota
f) adanya gangguan ketenangan kerja bagi karyawan, karena bangunan
gedung berdekatan dengan pasar, pertokoan atau pabrik / industri
g) tanah dengan atau tanpa bangunan negara yang akan ditukar baru dapat
dibongkar, dilepaskan dan diserahkan kepada penukar, setelah tanah

dan atau bangunan baru pengganti telah siap pakai / siap huni dan
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diterima baik oleh Departemen Pekerjaan Umum serta semua Syarat-
syarat tukar menukar dipenuhi
3) Persyaratan Tanah dan Bangunan Baru Pengganti dari PT. Rukun Makmur

Indah yang akan diterima meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) tanah berstatus tanah milik penukar

b) tanah tidak dalam keadaan sengketa

¢) lokasi tanah dan bangunan baru pengganti sesuai dengan peruntukkan
tanahnya atau scsuai dengan planologi kota

d) RKS mcngenai tanah dan bangunan baru pengganti harus disctujui
terlebih dahulu oleh Departemen Pckerjaan Umum

€) pengawasan pelaksanaan pekerjaan bangunan baru pengganti dilakukan
oleh Tim Pengawas / Direksi yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan
Umum dengan Keputusan Menteri

f) penukar ( PT. Rukun Makmur Indah ) wajib melaksanakan peralihan
hak atas tanah dan bangunan baru pengganti menjadi atas nama

Departemen Pekerjaan Umum sesuai peraturan yang berlaku

3.1.2  Syarat-syarat perjanjian tukar menukar aset tanah dan bangunan
negara

Syarat-syarat ini pada dasarnya menyangkut khusus perjanjiannya sendiri.

Perjanjian tukar menukar aset tanah dan bangunan negara adalah perjanjian yang

dibuat atau diadakan dalam rangka serta digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan

tukar menukar.

Syarat-syarat hukum pada umumnya yang diatur dalam Buku III Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata berlaku terhadap perjanjian tukar menukar,
disamping syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum
dan disepakati oleh penukar (PT. Rukun Makmur Indah). Dengan berpedoman pada
substansi perjanjian antara Departemen Pekerjaan Umum dan PT. Rukun Makmur

Indah tanggal 25 Juni 1986, maka substansi pokok yang harus ada dan dituangkan
dalam perjanjian tersebut adalah
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Identifikasi para pihak

o P

Pengertian atau batasan mengenai tukar menukar (ruilslag)

Dokumen pendukung perjanjian

a o

Ruang lingkup perjanjian
Pengawasan pelaksanaan pekerjaan / pembangunan bangunan baru pengganti

Bahan dan peralatan, dalam kaitan dengan kualitas dan keamanan bangunan baru
Waktu pelaksanaan pembangunan

PR oo

Putusnya perjanjian

Keadaan memaksa (force majcur)

—

Kriteria bangunan, schubungan dengan persyaratan tukar bangun
k. Pengalihan hak mengenai aset masing-masing pihak yang dipertukarkan
. Serah terima, sebagai pengakhiran proses tukar menukar
m. Sanksi
n. Jangka waktu perjanjian
0. Perubahan dan atau tambahan
Demikianlah ke 15 hal yang perlu dan wajib dituangkan dalam suatu perjanjian
tukar menukar, sebagai dasar atau syarat pelaksanaan tukar bangun (tukar menukar)
antara Departemen Pekerjaan Umum dan PT. Rukun Makmur Indah.

3.2 Pelaksanaan perjanjian tukar menukar aset tanah dan bangunan negara
3.2.1 Peraturan yang ada sebagai acuan
Mengingat perjanjian tukar bangun (tukar menukar) antara Departemen

Pekerjaan Umum dengan PT. Rukun Makmur Indah terjadi pada tahun 1986, maka
bahan acuan yang digunakan scbagai pedoman dalam pelaksanaan perjanjian tukar
menukar tanggal 25 Juni 1986 tersebut adalah peraturan yang ada pada waktu itu
serta kebijakan Departemen Pekerjaan Umum yang ada mengenai tukar menukar.”
Peraturan dan kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan perjanjian tukar menukar antara Departemen Pekerjaan Umum dan PT,
Rukun Makmur Indah adalah :
a.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, yang antara lain

menetapkan bahwa untuk setiap penghapusan barang milik negara dengan jalan



26

antara lain tukar menukar (tukar bangun) perlu terlebih dahulu dimintakan 1jin
kepada Menteri Keuangan.

Surat Menteri Pekerjaan Umum kepada Menteri Keuangan tertanggal 15 April
1985 Nomor : UM.01.05 — Mn / 290, yang memuat prinsip-prinsip tukar

menukar dan diusulkan untuk dapat digunakan secara umum dengan persetujuan

Menteri Keuangan.

Prinsip-prinsip tukar bangun (tukar menukar) yang diusulkan olch Menteri

Pckerjaan Umum terscebut adalah ¢

1) jumlah luas tanah pengganti dan lokasinya harus disctujui dahulu olch
instansi calon pecmakai bangunan.

2) rencana / desain bangunan gedung dan fasilitasnya harus disetujui dahulu
oleh instansi calon pemakai bangunan.

3) harus disiapkan / disusun lebih dahulu suatu rencana kerja dan syarat-syarat
(RKS) dan persyaratan teknisnya sebaik dan semantap mungkin mengenai
bangunan pengganti beserta fasilitasnya yang dikehendaki dan harus
disetujui oleh calon pemakai sebagai landasan tukar menukar.

4) Instansi calon pemakai harus dapat diikutsertakan dalam pengurusan
pelaksanaan pekerjaan, agar supaya pelaksanaannya sesuai dengan desain
dan RKS atau bestek serta persyaratan teknis.

5) pelaksanaan ruilslag (tukar menukar) baru dapat dianggap sah apabila luas
dan lokasi tanah serta bangunan gedung pengganti sudah diterima dalam
keadaan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dan
berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan.

6) sclama pembangunan bangunan pengganti sedang dalam pelaksanaan dan
sebelum serah terima bangunan dilakukan, tidak dibenarkan membongkar
bangunan (gedung yang lama) yang akan ditukar. Bangunan gedung (yang
lama) tersebut tetap digunakan oleh instansi yang menukarkan (atau me-
ruilslag) hingga saat instansi tersebut dapat mempergunakan bangunan baru.

Perjanjian tukar bangun (tukar menukar) antara Departemen Pekerjaan Umum

dan PT. Rukun Makmur Indah tertanggal 25 Juni 1986 Nomor

02/PKK/89/1986 dan 02/RMI/V1/1986. Berdasarkan perjanjian ini, maka tukar
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menukar tanah dan bangunan aset Departemen Pekerjaan Umum dengan PT.

Rukun Makmur Indah sudah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

1) pengertian / batasan

2) dokumen surat perjanjian

3) ruang lingkup perjanjian

4) pengawas pembangunan

5) bahan

6) waktu pelaksanaan pembangunan
7) putusnya perjanjian

8) keadaan memaksa (force majeur)
9) kriteria bangunan

10) pengalihan hak

11) serah terima

12) sanksi

13) jangka waktu perjanjian

14) penyelesaian perselisihan

15) perubahan dan tambahan

16) lain-lain

17) penutup

3.2.2 Tugas dan kewajiban masing-masing pihak

Di dalam pelaksanaan perjanjian tukar bangun (tukar menukar) ini para pihak
mempunyai tugas kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah
discpakati bersama dalam perjanjian tersebut. |

a. Tugas dan kewajiban PT. Rukun Makmur Indah adalah

1) melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan penyelesaian pembangunan
gedung dengan utilitas/fasilitas pengganti beserta tanahnya, serta persiapan

pengadaan perabot kantor yang diperlukan untuk Departemen Pekerjaan
Umum.
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2) setelah kegiatan tersebut (angka 1)) diselesaikan sesuai Jjangka waktu yang
telah ditetapkan dalam perjanjian, PT. Rukun Makmur Indah wajib
menyerahkan tanah, bangunan gedung, utilitas/fasilitas pengganti dan
perabot kantor kepada Departemen Pekerjaan Umum.

b. Tugas dan kewajiban Departemen Pekerjaan Umum adalah ;

1) melakukan pengawasan atas persiapan, pembangunan dan penyelesaian
bangunan gedung, utilitas, fasilitas pengganti dan pengadaan perabot kantor
yang dilakukan olch PT. Rukun Makmur Indah.

2) menyiapkan dan menycdiakan tanah serta bangunan gedung yang terletak di
Jalan Kedungdoro No. 36, 38 dan 40 Surabaya untuk keperluan pelaksanaan
perjanjian tukar menukar tersebut.

3) menyerahkan sebagai pengganti tanah dan bangunan gedung di Jalan
Kedungdoro No. 36, 38 dan 40 Surabaya kepada PT. Rukun Makmur Indah,
setelah menerima penyerahan tanah bangunan gedung, utilitas, fasilitas
pengganti dan perabot kantor dari PT. Rukun Makmur Indah.

Tugas dan kewajiban kedua belah pihak tersebut diatur dalam ruang lingkup
perjanjian.

3.2.3 Pengawasan / tim pengawas

Dalam pelaksanaan perjanjian tukar menukar ini ada kegiatan pembangunan
bangunan pengganti yang dilaksanakan oleh PT. Rukun Makmur Indah. Pelaksanaan
pembangunan bangunan pengganti oleh PT. Rukun Makmur Indah tersebut pérlu
dilakukan pengawasan oleh Departemen Pekerjaan Umum guna terwujudnya
bangunan pengganti yang sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian dan
Rencana Kerja dan Syarat-syaratnya,

Untuk melakukan pengawasan dilapangan atas persiapan, pembangunan serta
penyelesaian bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti agar menjamin ketepatan
desain, mutu dan waktu penyelesaian bangunan yang dikerjakan oleh PT. Rukun

Makmur Indah, oleh Departemen Pekerjaan Umum dibentuk Tim Teknis dengan
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Keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 608 / KPTS /
1986 tertanggal 15 Desember 1986,
3.2.4 Waktd mulai dan selesainya pelaksanaan pembangunan bangunan
pengganti

Berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian tanggal 25
Juni 1986, maka pelaksanaan pembangunan bangunan, utilitas, fasilitas pengganti
dan perabot kantor olch pihak PT. Rukun Makmur Indah akan disclesaikan dalam
waktu 18 (dclapan belas) bulan terhitung scjak perjanjian tukar bangun (tukar
mcnukar) antara Departemen Pckerjaan Umum dan PT. Rukun Makmur Indah
ditandatangani, atau dimulai tanggal 25 Juni 1986.
3.2.5 Kriteria bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti

Dalam melaksanakan pembangunan bangunan utilitas dan fasilitas pengganti,
pihak PT. Rukun Makmur Indah wajib memperhatikan dan memenuhi kriterja-

kriteria sebagai berikut :

a. ketahanan bangunan menerima beban, baik berasal dari manusia maupun

kekuatan alam.

b. ketahanan terhadap kelusuhan dan keausan, baik karena penggunaan, bahan

maupun cuaca.
¢. keselamatan penghuni pada waktu terjadi bencana, baik karena ulah manusia,
alam atau pencemaran kesehatan.
d. persyaratan fungsional, bahwa bangunan dapat menampung kegiatan secara
efisien sesuai dengan fungsinya. _
Selain dari kriteria-kriteria yang menyangkut bangunan, utilitas dan fasilitas
pengganti tersebut di atas, PT. Rukun Makmur Indah juga wajib memperhatikan
ketentuan-ketentuan standar, pedoman dan peraturan yang berlaku, baik yang bersifat
nasional maupun daerah setempat.
3.2.6 Jangka waktu perjanjian tukar menukar
Sesuai dengan kesepakatan bersama antara Departemen Pekerjaan Umum dan
PT. Rukun Makmur Indah di dalam perjanjian tukar menukar tanggal 25 Juni 1986
dinyatakan bahwa perjanjian tukar menukar tersebut berlangsung selama 18 (delapan
belas) bulan sejak perjanjian itu ditandatangani atau perjanjian tukar menukar
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tersebut berakhir setelah serah terima secara fisik dan administrasi atas barang-
barang atau aset yang saling dipertukarkan selesai dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan syarat-syarat yan g telah ditetapkan bersama.

Dalam melaksanakan pembangunan bangunan utilitas, fasilitas pengganti dan
perabot kantor PT Rukun Makmur Indah telah dapat menyelesaikan 2 (dua) bulan
lebih cepat dari yang diperjanjikan, yaitu pada tanggal 5 Oktober 1987 berdasarkan
Berita Acara Scrah Terima Pertama Nomor @ 11/ BA / 57 /1987 dan 094 / RMI /X /
1987.

Penycrahan tanah dan bangunan gedung milik Departemen Pekerjaan Umum
yang terletak di Jalan Kedungdoro No. 36, 38 dan 40 Surabaya kepada PT. Rukun
Makmur Indah baru dapat dilakukan setelah tanah dan bangunan, utilitas, dan
fasilitas pengganti dan PT. Rukun Makmur Indah yang terletak di Gayung Kebonsari
Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Sidoarjo telah siap pakai/siap huni dan diterima
dengan baik oleh Departemen Pekerjaan Umum, serta telah memenuhi semua
persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian tukar menukar, gambar dan RKS,
termasuk surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari PT. Rukun Makmur Indah
kepada Departemen Pekerjaan Umum,

Selanjutnya setelah selesai penandatanganan Berita Acara Serah Terima
Pertama, maka PT. Rukun Makmur Indah masih dibebani kewajiban menanggung
Jaminan pemeliharaan atas bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti yang telah
selesai dibangun untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan
Berita Acara Serah Terima Pertama tersebut.

Scrah terima kedua baru dapat dilaksanakan sctelah lewat masa pemeliharaan 3
(tiga) bulan dan dilakukan dengan suatu Berita Acara Serah Terima Kedua Jangka
waktu 3 (tiga) bulan tersebut diterapkan apabila memang tidak terjadi kesalahan /
kerusakan teknis atas bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti, atau meskipun ada
perbaikan namun tidak bersifat berat atau besar.

Apabila ada perbaikan perbaikan atas bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti
yang cukup berat atau besar, sedang untuk perbaikannya memerlukan waktu yang

melebihi waktu 3 (tiga) bulan, maka hal tersebut masih dapat diterima oleh kedua
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belah pihak mengingat bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti di atas dibangun di
4 (empat) kota yang memerlukan penanganan khusus dan cermat.

Disamping itu yang diperbaiki Jjuga menyangkut bagian-bagian yang secara
teknis bersifat penting dan mendasar, seperti perbaikan dinding-dinding bangunan
yang retak, saluran air, septic tank atap bangunan, tegel lantai akibat tanah yang
bergerak, perbaikan sumur pompa dan perbaikan instalasi listrik.

Berdasarkan hal-hal yang telah penyusun uraikan di atas, Scrah Terima Kedua
baru dapat dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1988 dengan Berita Acara Serah
Terima Nomor : 11/ A /57 / 1988 dan 092 / RMI /X /1988 setelah terlebih dahulu
diadakan pemeriksaan fisik atas bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti oleh Tim
Pengawas Daerah, dengan laporan Ketua Tim Pengawas Daerah tanggal 23
September 1988 Nomor : 011 / 17145 /192 / 1988, yang menyatakan bahwa
pekerjaan-pekerjaan penyempurnaan atas bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti di
4 (empat) kota telah selesai dilakukan.

Setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kedua oleh Departemen
Pekerjaan Umum dan PT. Rukun Makmur Indah pada tanggal 5 Oktober 1988, maka
perjanjian tukar menukar antara Departemen Pekerjaan Umum dan PT. Rukun
Makmur Indah, baik secara yuridis, teknis maupun administrasi telah selesai. Sejak
tanggal tersebut diatas segala hak, kewajiban dan tanggung jawab atas masing-

masing aset yang saling di pertukarkan berpindah kepada masing-masing pihak.

3.3 Akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan tukar menukar
aset tanah dan bangunan negara dan cara penyelesaiannya
3.3.1  Akibat hukum jika terjadi wanprestasi
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1234 diatur
bahwa, “Tiap-tiap perjanjian (perikatan) adalah untuk memberikan sesuatu, untuk
berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Wanprestasi adalah suatu
kelalaian atau tidak memenuhi atau menepati kewajiban (prestasi) seperti tersebut
dalam perjanjian. Wanprestasi terhadap suatu perjanjian pada umumnya berarti salah

satu pihak lalai atau tidak memenuhi atau menepati kewajiban (prestasi) untuk :
a. memberikan sesuatu



32

b. berbuat sesuatu atau

c. tidak berbuat sesuatu

Dalam perjanjian tukar menukar antara Departemen pekerjaan Umum dan PT.

Rukun Makmur Indah kewajiban (prestasi) yang utama adalah untuk / saling

memberikan sesuatu, yaitu untuk / saling memberikan barang / aset masing-masing
kepada pihak lain. Sebagaimana disebutkan pada butir 3.2.2 tentang tugas dan
kewajiban masing-masing pihak,yang antara lain :

a.  Tugas dan kewajiban PT. Rukun Makmur Indah adalah

1)

2)

mclakukan kegiatan persiapan, pclaksanaan penyelesaian pembangunan
gedung dengan utilitas/fasilitas pengganti beserta tanahnya, serta persiapan
pengadaan perabot kantor yang diperlukan untuk Departemen Pekerjaan
Umum,

setelah kegiatan tersebut (huruf a) diselesaikan sesuai jangka waktu yang
telah ditetapkan dalam perjanjian, PT. Rukun Makmur Indah wajib

menyerahkan tanah, bangunan gedung, utilitas/fasilitas pengganti dan
perabot kantor,

b. Tugas dan kewajiban Departemen Pekerjaan Umum adalah :

1)

3)

melakukan pengawasan atas persiapan, pembangunan dan penyelesaian
bangunan gedung, utilitas, fasilitas pengganti dan pengadaan perabot kantor
yang dilakukan oleh PT. Rukun Makmur Indah.

menyiapkan dan menyediakan tanah serta bangunan gedung yang terletak di
Jalan Kedungdoro No. 36, 38 dan 40 Surabaya untuk keperluan pelaksanaan
perjanjian tukar menukar tersebut.

sctelah menerima penyerahan tanah bangunan gedung, utilitas, fasilitas
pengganti dan perabot kantor dari PT. Rukun Makmur Indah, Departemen
Pekerjaan Umum menyerahkan sebagai pengganti tanah dan bangunan

gedung di Jalan Kedungdoro No. 36, 38 dan 40 Surabaya kepada PT. Rukun
Makmur Indah.
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Di dalam perjanjian tukar menukar antara Departemen Pekerjaan Umum dan

PT. Rukun Makmur Indah tertanggal 25 Juni 1986 memang diatur ketentuan

mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 12 perjanjian tersebut.

3.3.2  Pembagian 2 hal pokok dalam wanprestasi

Berdasarkan substansi pasal 12 perjanjian tersebut itu penyusun mencoba
membagi dalam 2 (dua) pokok masalah berkaitan dengan wanprestasi, yaitu :

a. pelanggaran atas waktu mulai dan sclesainya pelaksanaan pembangunan (pasal
12 ayat (1) jo pasal 6). Pelanggaran-ﬁelanggaran (wanprestasi) yang dimaksud
dalam pasal 6 secbagaimana yang disebut oleh pasal 12 ayat (1), adalah :

1) Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung utilitas dan fasilitas pengganti
dimulai oleh PT. Rukun Makmur Indah melebihi 14 hari kerja setelah
perjanjian tukar menukar itu ditandatangani, yaitu batas paling lambat untuk
memulai pekerjaan (pasal 6 ayat (1)).

2) PT. Rukun Makmur Indah tidak dapat menyelesaikan bangunan gedung
utilitas, fasilitas pengganti dan perabot kantor dalam waktu 18 bulan sejak
perjanjian tukar menukar ditandatangani (pasal 6 ayat (2)).

3) Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disebut pada
(angka 2)) diatas hanya dapat terjadi bila :

a) Ada pemberitahuan tertulis lebih dahulu selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sebelum jangka waktu yang ditetapkan itu habis, oleh PT. Rukun
Makmur Indah kepada Departemen Pekerjaan Umum.
b) Alasan pengunduran cukup kuat dan disetujui oleh Departemen
Pekerjaan Umum, secara tertulis.
Sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah perjanjian tukar
menukar antara Departemen Pekerjaan Umum dan PT. Rukun Makmur Indah batal

demi hukum dengan akibat segala risiko dan kerugian dibebankan kepada PT. Rukun
Makmur Indah sepenuhnya.

b. Penyimpangan atau pelanggaran atas pengalihan hak-hak atas tanah, bangunan,
utilitas dan fasilitas pengganti (pasal 12 ayat (2) jo pasal 10 ayat (1)).
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Penyimpangan atau pelanggaran (wanprestasi) yang dimaksud dalam pasal 10
ayat (1) adalah :

1) selama proses tukar menukar, PT. Rukun Makmur Indah melakukan

3)

4)

pemindahan hak pemilikan atas bangunan gedung, utilitas, dan fasilitas
pengganti kepada pihak lain, tidak kepada Departemen Pekerjaan Umum.
mengurangi baik kuantitas maupun kualitas mengenai  volume tanah,
bangunan, utilitas dan fasilitas scrta perabot pengganti.

tanah, bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti yang diserahkan olch PT,
Rukun Makmur Indah kepada Departemen Pekerjaan Umum tcrnyata
dibebani hutang atau jaminan lain, dan atau ada tuntutan dari pihak ketiga
lain.

status tanah yang diserahkan oleh PT Rukun Makmur Indah kepada
Departemen Pekerjaan Umum pada waktu serah terima ternyata belum atau
tidak dibuatkan surat pernyataan pelepasan hak dari PT. Rukun Makmur
Indah kepada Departemen Pekerjaan Umum,

Sanksi terhadap wanprestasi tersebut diatas adalah bahwa kepada PT. Rukun
makmur Indah dapat dikenakan sanksi untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga

yang besarnya ditentukan dalam perjanjian tukar menukar,
3.3.3

Cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi

Berpedoman pada perjanjian tukar menukar antara Departemen Pekerjaan
Umum dan PT.Rukun Makmur Indah tertanggal 25 Juni 1986, telah diatur mengenai

cara penyelesaian masalah yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu :
apabila terdapat perbedaan atau sengketa diantara kedua belah pihak sehubungan

dengan perjanjian tukar menukar itu, maka kedua belah pthak sepakat

d.

mengutamakan penyelesaian masalah dengan cara musyawarah untuk

memperoleh mufakat.

apabila musyawarah tidak dapat dicapai suatu penyelesaian maka kedua belah

pihak sepakat untuk menyerahkan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan.
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Adapun mengenai penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut ,
oleh karena salah satu pihak yaitu Departemen Pekerjaan Umum berdomisili di

wilayah Jakarta Selatan sehingga penunjukan tersebut sesuai dengan wilayah
kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
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4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, maka penyusun mengambil

kesimpulan sebagai berikut :

1.

2

Syarat-syarat tukar menukar aset tanah dan bangunan negara yaitu : Rencana
Kerja dan Syarat-syarat (RKS), persyaratan tanah dan bangunan pengganti,
persyaratan tanah / bangunan negara yang akan ditukar / dilepas, persyaratan
tanah dan bangunan baru pengganti dari PT. Rukun Makmur Indah yang akan
diterima oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Syarat-syarat perjanjian tukar menukar aset tanah dan bangunan negara yaitu :
adanya identifikasi dari pihak Departemen Pekerjaan Umum dengan PT.
Rukun Makmur Indah, dokumen dan ruang lingkup perjanjian, pengawasan
pelaksanaan pekerjaan / pembangunan bangunan baru pengganti, bahan dan
peralatan, waktu pelaksanaan pembangunan dan putusnya perjanjian, serah
terima sebagai pengakhiran proses tukar menuk;ar, sanksi, perubahan dan atau
tambahan.

Pelaksanaan perjanjian tukar menukar aset tanah dan bangunan negara yaitu
adanya landasan peraturan sebagai acuan pelaksanaan, tugas dan kewajiban
pihak Departemen Pekerjaan Umum dengan PT Rukun Makmur Indah,
pengawasan / tim pengawas, waktu mulai pelaksanaan pembangunan bangunan
dan utilitas pengganti, kriteria bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti, jangka
waktu pelaksanaan perjanjian, berita acara serah terima aset tanah dan
bangunan tahap pertama, jaminan pemeliharaan atas bangunan, utilitas dan
fasilitas pengganti, berita acara serah terima aset tanah dan bangunan negara
tahap kedua setelah selama jangka waktu 3 bulan tidak ada kerusakan teknis
terhadap bangunan, utilitas dan fasilitas pengganti.

Akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan tukar menukar aset
tanah dan bangunan dan cara penyelesaiannya adalah apabila PT Rukun
Makmur Indah belum mulai melaksanakan pembangunan bangunan, utilitas

dan fasilitas pengganti selama jangka waktu 14 han setelah penandatanganan

36
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perjanjian kemudian telah diberi 2 kali peringatan secara tertulis juga masih
belum melaksanakan pembangunan tersebut maka Surat Perjanjian Tukar
Bangun ini dan Surat Keputusan Penetapan PT Rukun Makmur Indah sebagai
penukar menjadi batal demi hukum. Sanksi terhadap penyimpangan /
wanprestasi apabila PT. Rukun Makmur Indah tidak dapat memenuhi
kewajibannya adalah membayar biaya, ganti rugi dan bunga yang besarnya
ditentukan dalam perjanjian tukar menukar. Cara penyelesaian jika terjadi
wanprestasi adalah dengan musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah
tidak dapat mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk
menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan

kesepakatan.

4.2 Saran

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka penyusun dapat memberikan

saran schubungan dengan penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

d.

Syarat bagi calon penukar harus berbentuk badan hukum

Penyusun mengusulkan agar di masa yang akan datang, tukar bangun (tukar
menukar) aset tanah dan bangunan negara tidak dapat lagi dilakukan oleh atau
secara perorangan atau pribadi, tetapi harus dilakukan oleh suatu badan usaha
yang berbentuk badan hukum.

Harus ditetapkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Penyusun mengusulkan supaya pada masa yang akan datang pemerintah dapat
membuat suatu peraturan setingkat undang-undang yang khusus mengatur
tentang tukar menukar aset tanah dan bangunan negara karena masalah tukar
menukar ini berhubungan dengan kepentingan negara dan masyarakat.

Harus ada p_énetapan jangka waktu tukar menukar

Penyusun mengusulkan, mengenai syarat-syarat tukar menukar harus ada jangka
waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang ditetapkan dalam suatu
Undang-Undang, supaya di dalam mengajukan persyaratan tukar menukar
sebuah lembaga swasta dapat membatasi penyerahan dokumen yang diperlukan
dalam waktu yang telah ditetapkan.
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Anonim, 1994. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 470 /
KMK. 01 / 1994 Tentang Tatacara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang
Milik / Kekayaan Negara. :

Anonim, 1994, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 350 /

KMK. 03/ 1994 Tentang Tatacara Tukar Menukar Barang Milik / Kekayaan
Negara.
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SURAT PERJANJIAN TUKAR BANGUN
ANTARA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DAN 1
P.T. RUKUN MAKMUR INDAH

NOMOR . 02/PKK/SJ/1986
02/RMI/VI/86

TANGGAL : 25 JUNI 1986

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun seribu-

Sembilan ratus delapan puluh enam kami yang bertanda tangan di bawah
ini o

I. N a m a : Ir. Radinal Moochtar

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Instansi : Departemen Pekerjaan Umum

Berdasarkan : 1) . Keputusan Presiden R.I. No. 61 / M
Tahun 1983

2) . Surat Kuasa Menteri Pekerjaan Umum Namor:

03/SKS/M/1986 tanggal 23 Juni 1986
Alamat : J1. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.

Di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik -

Indonesia oj. Departemen Pekerjaan Umum, yang selanjutnya di dalam
Surat Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

II. N a m a : Prawiro Tedjo
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : P.T. Rukun Makmur Indah
Berdasarkan : Anggaran Dasar P.T. Rukun Makmur Indah yang—
termuat dalam Akta Notaris Nomor tiga puluh
enam ( 36 )




tanggal tujuh belas September tahun
seribu sembilan ratus delapan puluh
lima ( 17 - 9 - 1985 ).

Alamat : J1. Waspada No. 15
'Surabaya.

Di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan -
Terbatas Rukun Makmur Indah, yang selanjutnya di dalam Su -
rat Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan

1. Keputusan Presiden R.I. No. 29 Tahun 1984, jo Instruksi
Presiden No. 9 Tahun 1970 Surat Menteri Keuangan No. B -
317/MK/11/1970 tanggal 3 Agustus 1970.

2. Surat Pernyataan Kesanggupan dari P.T. Rukun Makmur In -
dah No. 04/RMI/86 tanggal 4 April '1986.

3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 179/KPTS/SJ/
1986 tanggal 21 April 1986 tentang Penetapan P.T. Rukun
Makmur Indah sebagai Penukar.

dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan -
Perjanjian Tukar Bangun mengenai tanah dan bangunan gedung
dari PIHAK PERTAMA, yang terletak di J1. Kedungdoro No. 36,
38 dan 40 Surabaya, ditukar dengan tanah dan bangunan ge -
dung serta utilitas dan fasilitas pengganti dari PIHAK KE -
DUA yang terletak di Jl. Gayung Kebonsari (Injoko)Surabaya,
di Gresik, di Mojokerto, di Sidoarjo dan perabot kantor, de
ngan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum da -
lam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PENGERTIAN / BATASAN

Pasal 1

Pengextian. ....ss 3 68 e




Pengertian / Batasan.

Yang dimaksudkan dengan tanah, bangunan gedung, utilitas, fasilitas-
pengganti, perabot kantor di dalam Surat Perjanjian Tukar Bangun ini
ialah :

(1) . Di PIHAK PERTAMA

(2).

d.

Di

Tanzh, seluas : 9.772 M terletak di J1. Kedungdoro No. 36 |

38 dan 40 Surabaya yang seluruhnya dikuasai oleh PIHAK PER-
TAMA dengan HAK PAKAT berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.4/K
Tahun 1981.

- Bangunan Gedung, yang terletak di Jl. Kedungdoro No. 36 , 38

dan 40 Surabaya milik PTHAK PERTAMA seluas 4.217 M2 yang ter
diri dari

- Kantor DPU Daerah Bina Marga, Surabaya

Kantor DPU Seksi Bina Marga, Surabaya

- Kantor DPU Daerah Cipta Karya / JGND Surabaya

Kantor DPU Seksi Cipta-Karya Surabaya Utara / Seksi IT JGND
Surabaya

Gudang Bina Marga
Gudang Cipta Karya
- Rmah Tinggal

- Mushola

- Garasi

- Hall

- Kelengkapan

- Fasilitas.

PIHAK KEDUA :

a. Tanah seluas : 22.456 M2 ; Yang masing-masing

1) . Terletak di Jl. Gayung Kebonsari, Kelurahan Ketintang, Ke
camatan Wonooolo, Kotamadya, Surabaya, dengan luas : - =

20.000 M2

Y 2). Terlatak. cisvicisaa

.



2) . Terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas Kabupaten/Dati-
IT Gresik, dengan luas 956 M2 .

3) . Terletak di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota
madya Mojokerto, dengan luas 600 M2

4) . Terletak di Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarijo
2
dengan luas 900 m

. Bangunan Gedung yang akan dibangun oleh PTHAK KEDUA

1) . Terletak di Jl. Gayung Kebonsari (Injoko) Kelurahan Ketintang
Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, seluas : 9.470 M2 -
untuk : 2t /(/) h &

- Gedung Kantor Kanwil Dep. PU
Auditorium

- Bangunan Pelengkap

Kantor Daerah / Seksi

- Laboratorium

- Mushola

- Guest House

- Rumah Dinas — % ute ta g

s i - el 'ﬁ‘.\ \
2) . Terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebanas, Kabupaten Gre-
sik, seluas 220 M2 untuk Kantor Cabang Gresik.

I

3) . Terletak di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulen , -

Kotamadya Mojokerto, seluas 220 M* untuk Kantor Cabang Mojo-
kerto.

4) . Terletak di Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarijo,
seluas 220 M2 » untuk Kantor Cabang Sidoarijo.

. Utilitas Pengganti berupa

1) . Sambungan PLN

2) . Sambungan PAM

3) . Sambungan Telepon

4) . STIO

5). AC Windaw 1% FK .




6) . AC Central

7). Elevator ,

8) . Travo Rumah Z7¢l7<fo~
SHL ;gmpa / menara air
10) . Pencegah kebakaran
11) . Penangkal Petir

12) . Generator Set

Terletak di Jl. Gayung Kebonsari (Injoko) Kelurahan Ke
tintang, Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya.

d. Fasilitas Pengganti berupa

1) . Saluran / Drainage

2) . Parkir / jalan Conblok

3) . Lapangan lantai beton

4) . Pagar / pintu

5). Tiang Bendera / Papan Nama
6) . Bak sampah

7) . Pertamanan

8) . Penerangan halaman

9) . Lapangan tennis dan volley

Terletak di Jl. Gayung Kebonsari (Injoko) Kelurahan -
Ketintang, Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya.

e. Perabot Kantor berupa :

Perabot kantor menurut daftar terlampir.

(3). Rincian Tanah dan Bangunan dari PIHAK PERTAMA dan Ta
nah, Bangunan Gedung, Utilitas, fasilitas pengganti -
dan perabot kantor dari PIHAK KEDUA sebagaimana terse
but di dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dimuat dalam-
daftar - daftar uraian Penjelasan yang merupakan lam=-
piran yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesa
tuan dari Surat Perjanjian Tukar Bangun ini.

(DOKUMEN. ............

-



(L) <
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DOKUMEN SURAT PERJANJIAN

Pasal 2

Dokumen Surat Perjanjian Tukar Bangun.

Dokumen Surat Perjanjian Tukar Bangun ini meliputi -

antara lain

a. Surat Perjanjian Tukar Bangun No.

b.

02/PKK/SJ/1986
02/RMI/VI/1986

tanggal 25 Juni tahun 1986

Lampiran - lampiran, yang terdiri dari

1.

8.

Rencana Kerja dan syarat-syarat, bulan Januari-

1985 termasuk gambar-gambar dan penjelasan- pen
jelasan lainnya.

. : sl N
Berita Acara Pelaksanaan Penjelasan (Aanw1321ng)}/

Nomor : O01/BA/T/KD/1985 tanggal 4 Maret tahun \/f
1985, '

Surat Penawaran Nomor: 08/RMI/II/85 tanggal
20 Februari- tahun 1985.

Surat Penunjukan Pemenang Nomor : UM.0101-Sh/144
tanggal 1 - 7 - tahun 1985,

Surat Pernyataan. Kesanggupan Nomor : 04/RMI/86
tanggal 4 - 4 - tahun 1986.

Keputusan dari Menteri P.U. yang menetapkan PT
Rukun Makmur Indah sebagai pihak Penukar Nomor
179/KPTS/1986 tanggal 21 - 4 - 1986,

Daftar Rincian Pekerjaan dari Kedua belah PIHAK

2.0
Dan Dokumen-Dokumen lain yang berkaitan. — 2.

(2) . Surat Perjanjian Tukar Bangun ini hahya dibuat dalam-

1 (satu) bahasa yaitu Bahasa Indonesia.




RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 3

Tugas Kewajiban Pihak-Pihak

Di dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Tukar Bangun ini pi

hak-pihak yang bersangkutan mempunyai tugas kewajiban seba
gai berikut

(1) . PIHAK KEDUA mempunyai tugas kewajiban

a.

melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan penyele-
saian pembangunan gedung dengan utilitas,fasilitas
pengganti di atas tanah dengan lokasi sebagaimana

tersebut di dalam pasal 1 ayatf}ly daﬁ](2) huruf a
X
b, c, dan 4.

melakukan kegiatan pPe¢rsiapan dan pengadaan perabot
kantor sebagaimana tersebut di dalam pasal 1 ayat
(2) huruf e.

setelah selesai melaksanakan kegiatan‘tercantum di
dalam huruf a dan b ayat (1) Pasal ini PIHAK KEDUA
berkewajiban menyerahkan tanah, bangunan gedung,

I

1

utilitas, fasilitas pengganti dan perabot kantor
tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) kepada PIHAK -
PERTAMA.

sebagai pengganti penyerahan tersebut pada huruf c
pasal ini PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan -
tanah berserta bangunannbaﬁgunan sebagaimana ter -
cantum di dalam pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK KE -
DUA.




(2).

(3).

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas kewajiban

a.

melakukan pengawasan atas persiapan, pembangunan -
dan penyelesaian bangunan gedung, utilitas, fasili
tas pengganti serta pengadaan perabot kantor vyang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

menyiapkan dan menyediakan tanah serta bangunan -

bangunan yang terletak di jalan Kedungdoro No. 36,

38 dan 40 Surabaya untuk keperluan pelaksanaan -
Surat Perjanjian Tukar Bangun ini.

setelah menerima penyerahan tanah, bangunan gedung

utilitas, fasilitas pengganti dan perabot kantor

. sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) da

ri PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berkewajiban menye -
rahkan sebagai pengganti kepada PIHAK KEDUA tanah
beserta bangunan-bangunan sebagaimana tercantum di
dalam pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini.

Di dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Tukar Bangun -

ini tidak ada pembayaran biaya berupa uang apapun da

ri pihak yang satu kepada pihak yang lain.

PENGAWAS PEMBANGUNAN

Pasal 4

Pengawas / Direksi Pekerjaan

(1) . Untuk melakukan pengawasan atas persiapan, pembangun-
an serta penyelesaian bangunan gedung, utilitas dan -

fasilitas pengganti guna menjamin ketepatan desain ,
mutu dan waktu penyelesaian bangunan yang dikerjakan
oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menunjuk suatu Tim -

Pengawas Teknis , yang dibentuk dengan Surat Keputus

an oleh PIHAK PERTAMA, sebagai Direksi/Pengawas -

Pekerjaan. ....

P



(4) .

(LY =

W L

Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK -
PERTAMA.

Tugas Tim Pengawas Teknis adalah mengawasi pelaksa
na pembangunan / pekerjaan bangunan gedung, utilitas

dan fasilitas pengganti yang dibangun serta pengadaan
perabot kantor.

Dalam hal yang menyangkut segi teknis PIHAK KEDUA tun
duk serta menaati segala petunjuk dan peringatan-peri
ngatan yang diberikan oleh Tim Pengawas Teknis ter-
sebut.

Dalam hal adanya permintaan perubahan desain oleh =

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA menyetujui dan melaksanakan
nya dengan ketentuan

a. perubahan desain tersebut tidak menambah biayayggf

ri biaya keseluruhan yang telah ditetapkan bersama //JQ(

b. perubahan desain tersebut tidak menambah waktu pe-
laksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang
telah ditetapkan.

B AHAN
Pasal 3]

Bahan-Bahan dan Alat-Alat

Seluruh bahan, alat-alat dan segala sesuatu yang di
perlukan untuk melaksanakan pembangunan bangunan ge -
dung, utilitas dan fasilitas pengganti serta perabot
kantor sebagaimana tersebut di dalam pasal 1 ayat (2)
Surat Perjanjian ini, disediakan dan dilaksanakan se
penuhnya oleh PIHAK KEDUA, dengan memperhatikan sya -

rat-syarat teknis dan mutu bahan bangunan.

(2] - BIHAE. .aisipessioss

{

2

=



(1).

(2).

PIHAK PERTAMA melalui Tim Pengawas Teknis  berhak
menolak bahan-bahan dan alat-alat yang diadakan atau
dilakukan oleh PIHAK KEDUA jika kualitas dan mutu -
barangnya tidak memenuhi syarat teknis.

WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

P asal 6

Waktu Mulai dan Selesainya Pelaksanaan

Pembangunan

Pelaksanaan Pembangunan bangunan gedung, utilitas -
dan fasilitas pengganti harus sudah dimulai oleh PI
HAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah Surat Perjanjian Tukar Bangun ini ditandata
ngani oleh Kedua Belah Pihak.

Pelaksanaan Pembangunan bangﬁnan gedung, utilitas -
dan fasilitas pengganti serta perabot kanfér:akan di
selesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 18 -
(delapan belas) bulan terhitung sejak ditandatangani
Perjanjian Tukar Bangun ini, yaitu paling akhir tang
gal dua puluh lima bulan Desember tahun seribu sembi
lan ratus delapan puluh tujuh.

Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pembangunan
gedung, utilitas dan fasilitas pengganti serta penye
diaan perabot kantor, sehingga waktunya melebihi -
Jangka waktu tersebut di dalam ayat (2) hanya dapat
terjadi bila

a. Ada pemberitahuan lebih dahulu, selambat-lambat -
nya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu yang dite
tapkan itu habis, oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA, secara tertulis ; dan

b. Alasan.




H. Alasan pengunduran cukup kuat dan disetujui oleh -
PIHAK PERTAMA, secara tertulis.

PUTUSNYA PERJANJIAN

Pasal T

Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

Apabila Pembangunan bangunan gedung, utilitas dan fasili -
tas pehgganti tersebut ayat (1) Pasal 3 belum dilaksanakan
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pe
nandatahganan Surat Perjanjian Tukar Bangun ini, atau me -
ngalami kemacetan / hambatan yang disebabkan oleh perbuat
an atau kelalaian PIHAK KEDUA, baik sengaja maupun tidak
sengaja, dan telah 2 (dua) kali diperingatkan secara tertu
lis dan dalam jangka Qaktu yang wajar, maka dalam jangka -
waktu 2 (dua) bulan sejak peringatan terakhir, bila pemba
ngunan tidak atau belum juga dapat dilaksanakan/dilanjut -
‘kan oleh PIHAK KEDUA, maka: Surat Perjanjian Tukar Bangun -
ini dan Surat Keputusan Pégétapan PIHAK KEDUA sebagai'Peng
kar menjadi batal demi hukum, dengan akibat segala kerugi
an dah resiko yang dialami PIHAK KEDUA menisdi beban dan -
tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dalam
rangka persiapan dan pelaksanaan Perjanjian Tukar Bangun -
ini tidak dapat dituntut kembali.

Dalam hal ini bangunan PIHAK PERTAMA yang terletak di J1
Kedungdoro No. 36, 38 dan 40 Surabaya tetap dikuasai/dimi-
liki sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.

KEADAAN- LRI T T I I I )




(1) .

(2) .

(3).

(5).

(6) .

KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEURE )

Pasal 8

Keadaan Memaksa

Ketentuan tersebut dalam pasal 7 tidak berlaku apabi
la kemacetan / hambatan dalam pelaksanaan atau penye
lesaian pembangunan bangunan gedung, utilitas, fasili
tas pengganti dan perabot kantor tersebut diakibatkan
oleh suatu keadaan memaksa.

Yang dimaksudkan dengan keadaan memaksa (Force Majeu-
re) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di lu-
ar kekuasaan kedua belah pihak, dan di luar jangkauan

kemampuan kedua belah pihak untuk dapét mengatasinya
atau mencegahnya.

Termasuk keadaan memaksa adalah : bencana alam (gempa
bumi) yang ada hubungan sebab-akibat secara langsung
dengan pelaksanaan pekerjaan ini.

Peristiwa-peristiwa yang dapat dianggap sebagai Keada

an Memaksa tersebut harus dinyatakan secara resmi -

‘oleh pihak-pihak yang berwenang.

Apabila terjadi Keadaan Memaksa, PIHAﬁ‘KEDUA harus - .
memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak -
terjadinya Keadaan Memaksa, disertai bukti-bukti yang

sah, demikian juga waktu Keadaan Memaksa berakhir.

Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan me
nyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan Memaksa
itu dalam jangka waktu 3 (tiga) x 24 jam, sejak dite
rimanya pemberitahuan tersebut.

e PRy 7 T, L




(8).

(9) .

(1) .

Jika dalam waktu 3 x 24'jam sejak pemberitahuan PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang Keadaan Memaksa -
tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya ,
maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya Keadaan
Memaksa tersebut.

Bilamana Keadaan Memaksa itu tidak diberitahukan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan pa
da ayat (5) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat tidak
mengakui adanya Keadaan Memaksa tersebut.

Tidak termasuk dalam pengertian Keadaan Memaksa ada -

lah tindakan moneter oleh Pemerintah.

KRITERIA BANGUNAN

Pasal 9

Kreteria Bangunan, Utilitas dan

Fasilitas Pengganti

PIHAK KEDUA harus memperhatikan kreteria umum bangun
an, utilitas dan fasilitas pengganti sebagai berikut:

a. Persyaratan keadaan meliputi ¢

a.l. Ketahanan bangunan menerima bé%an, baik bera
sal dari manusia maupun kekuatan alam, antara
lain pasal 20 (2) huruf f, Keputusan Presiden
R.I. No. 29 / 1984. Q>4g.

a.2. Ketahanan terhadap kelusuhan dan keausan,baik

karena penggunaan, sifat bahan, maupun cuaca.

a.3. Keselamatan penghuni pada waktu terjadi benca
na, baik karena ulah manusia, alam atau pence
maran kesehatan.

* b. Persyaratan. .....

&



b. Persyaratan Fungsional, bahwa bangunan dapat menam

pung kegiatan secara efisien sesuai dengan fungsi-
nya.

e, Persyaratan keselarasan terhadap lingkungan fisik
dan lingkungan sosial di sekitarnya.

(2) . PIHAK KEDUA harus pula memperhatikan ketentuan-keten-

tuan standard, pedoman dan peraturan yang berlaku, an
tara lain

a. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor :
030/KPTS/1985 tanggal 30 Maret 1985 dan perubahan-
perubahannya.

b. Peraturan Pembangunan yang berlaku di Daerah setem
pat.

€. Normalisasi teknis yang berlaku.

(3) . Semua ketentuan yang berlaku untuk pembangunan gedung
Negara berlaku untuk pembangunan gedung, utilitas dan
fasilitas pengganti yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PENGALIHAN HAK

Pasal 10

=
Pengalihan Hak Atas Tanah, Bangunan,
Utilitas dan Fasilitas Pengganti

(1) . Selama proses tukar bangun, PIHAK KEDUA tidak boleh :

a. memindahkan hak pemilikan atas tanah, bangunan uti _
litas dan fasilitas pengganti kepada pihak lain , !
kecuali kepada PIHAK PERTAMA.

volume tanah, bangunan, utilitas dan fasilitas se£:
ta perabot pengganti. (i
(2). Pafa. «ivossses




(2).

(3) .

(4) .

(5).

Pada waktu penyerahan tanah, bangunan, utilitas dan -
fasilitas pengganti dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PER
TAMA, tanah dan bangunan, utilitas dan fasilitas peng
ganti tersebut tidak dibebani / bebas dari hutang dan
atau pertanggungan/jaminan apapun, serta tuntutan -
dari PIHAK Ketiga.

Status penguasaan (hak) atas tanah, bangunan utilitas
dan fasilitas pengganti pada waktu diserahkan oleh -
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA minimal sudah sampai
dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Se?elah seluruh kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana ter
sebut ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dipenuhi, paling
lambat 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak penyerahan-

(Serah Terima) tanah, bangunan, utilitas dan fasili -

tas pengganti dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ,

PIHAK PERTAMA harus sudah menyelesaikan

a. Surat Keputusan dari PIHAK PERTAMA mengenai pengha
pusan dan penyerahan bangunan gedung J1. Kedungdo
ro No. 36, 38 dan 40 Surabaya kepada PIHAK KEDUA.

b. Surat Keputusan dari PIHAK PERTAMA mengenai pelepa
san dan penyerahan hak atas tanah q}. Kedungdoro -
No. 36, 38 dan 40 Surabaya kepada PIHAK KEDUA.

4

c. Pengosongan penghuni dan pemakai seluruh tanah dan
bangunan J1. Kedungdoro No. 36, 38 dan 40 Surabaya

Pengurusan hak atas tanah yang diterima oleh PIHAK -
PERTAMA dari PIHAK KEDUA dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
dengan biaya dari PIHAK KEDUA.

Pengurusan hak atas tanah yang diterima oleh PIHAK -
KEDUA dari PIHAK PERTAMA dilakukan oleh PIHAK KEDUA
dengan biaya dari PIHAK KEDUA sendiri.

.

BERBRH . & .ovinssysicsis




(1) .

(2).

{:3)

SERAH TERIMA

Pasal 1

Serah Terima Barang yang dipertukarkan

Penyerahan tanah dan bangunén gedung PIHAK PERTAMA
yang terletak di Jl. Kedungdoro No. 36, 38 dan 40 Su
rabaya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA baru da
pat dilakukan setelah Tanah dan Bangunan, utilitas ,
dan fasilitas pengganti dari PIHAK KEDUA yang terle
tak di Gayung Kebonsari (Injoko) Surabaya , Gresik ,
Mojokerto dan Sidoarjo telah siap pakai / siap huni
dan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA serta telah me
menuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Per -
janjian Tukar Bangun, gambar dan RKS, termasuk Surat
Pernyataan Pelepasan hak atas tanah dari PIHAK KEDUA

kepada PIHAK PERTAMA ( Serah Terima Pertama ).

PTHAK PERTAMA baru dapat menerima semua barang peng
ganti setelah Tim Pengawas Teknis yang dibentuk de -
ngan Surat Keputusan PIHAK PERTAMA menyatakan dalam
Berita Acara bahwa barang pengganti sudah sesuai de

ngan volume, kualitas, gambar, RKS dan lain-lain.

Di dalam Pelaksanaan Serah Terima tersebut ayat (1)
dan (2) Pasal ini termasuk dokumen administrasi, do-
kumen " As Built Drawing " atas masing-masing barang
yang dipertukarkan sebagai kelengkapan dokumen pengu
asaan.

Serah Terima dibuat dalam bentuk Berita Acara yang -

ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Setelah Berita Acara Serah Terima atas masing-masing
barang yang dipertukarkan tersebut ayat (3) pasal -
ini ditandatangani oleh kedua belah PIHAK, maka Pl
HAK KEDUA menjamin sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA -

demikian 5 e swaiees .




(7).

(1).

demikian pula PIHAK PERTAMA menjamin sepenuhnya kepa
da PIHAK KEDUA, bahwa masing-masing PIHAK tidak akan
mendapat tuntutan dari siapapun / dari pihak manapun
yang menyatakan mempunyai hak atas tanah/kepentingan
atas barang yang saling dipertukarkan sebagaimana -
termuat dalam pasal 1. '

Apabila terjadi tuntutan atas barang-barang yang sa
ling dipertukarkan tersebut, maka secara hukum, admi
nistratif dan finansial tuntutan tersebut menjadi -
tanggung jawab dan beban sepenuhnya PIHAK yang ber
sangkutan sesuai dengan jaminan yang telah diberikan
dan disepakati.

Setelah selesai penanda tanganan Berita Acara Serah
Terima Pertama, maka PIHAK KEDUA masih dibebani kewa
jiban menanggung jaminan pemeliharaan atas bangunan-
utilitas dan fasilitas yang telah selesai dibangun -
untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung -
sejak penanda tanganan Berita Acara Serah Terima Per
tama tersebut.

Serah Terima Kedua baru dapat dilaksanakan setelah -
masa pemeliharaan 3 bulan sebagaimana dimaksud ayat
(6) selesai, dan dilakukan dengan suatu Berita Acara
yang ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak.

SANEKSTI

Pasal 12

Sanksi Terhadap Pelanggaran / Penyimpangan

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 dapat berakibat -
Perjanjian ini batal demi hukum dengan akibat segala
resiko dan kerugian menjadi beban dan tanggung jawab
PIHAK KEDUA sepenuhnya.

(2) . Penyimpangan. ...... oy




(2).

Penyimpangan atau pelandggaran atas pasal 10 ayat (1)-
huruf a berakibat bahwa PIHAK KEDUA dapat dikenakan -
sanksi untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga ~
yang besarnya ditentukan sebagai berikut

a. biaya, ialah seluruh biaya yang telah dikeluarkan

oleh Negara cg. PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan -

.proses Tukar Bangun terhitung sejak tahun 1984 s/d

1986 yang meliputi biaya peninjauan dan penelitian
lokasi, penginapan, penyusunan dan penggandaan do
kumen administrasi ( misalnya RKS, Surat-Surat, -
Undangan, laporan-laporan, hasil-hasil rapat/Aanwi
jzing dsb )biaya rapat dan lain-lain yang secara -
keseluruhan berjumlah Rp. 20.000.000,- ( dua puluh
juta rupiah ).

Ganti Rugi, adalah suatu ganti kerugian waktu wak
tu dan tenaga yang telah terbuang karena tidak ey
laksananya tukar bangun tersebut, yang diwujudkan
dengan jumlah sama dengan 25% dari seluruh biaya
tersebut butir a atau sejumlah Rp. 5.000.000,-

( lima juta rupiah )

Bunga, adalah suatu keuntungan atau pertambahan ni
lai dari biaya yang telah dikeluarkan, yang apabi-
la dinilai per tahun adalah sebesar 12 %, maka se
lama tahun 1984 s/d 1986 adalah 2 x 12 % = 24 § ,
sehingga apabila dihitung = 24 $ x Rp.20.000.000,-
= Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu -

rupiah) .

Dengan demikian jumlah total biaya, ganti rugi,dan
bunga yang dapat dikenakan kepada PIHAK KEDUA ada
lah = Rp. 20.000.000,- + Rp. 5.000.000,-

+ Rp. 4.800.000,- = Rp. 29.800.000,-

(dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)




(1) .

(2).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK-KEDUA dengan ini sepakat me -
ngenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Un -
dang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, oleh kare
nanya pemutusan perjanjian ini cukup dilakukan dengan
memberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA ke
pada PIHAK KEDUA tanpa Putusan Hakim.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 13

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Tukar Bangun ini berlangsung selama + 18
(delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal ditan-
datangani Surat Perjanjian Tukar Bangun ini atau Su -
rat Perjanjian ini berakhir setelak Serah Terima seca
ra phisik dan administrasi atas barang-barang yang sa
ling dipertukarkan selesai dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan ber
sama.

Perpanjangan Surat Perjanjian Tukar Bangun ini hanya
dapat dilakukan dengan persetujuan kean belah pihak-
yang dituangkan dalam bentuk Adendum Surat Perjanjian

dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian -
ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan




(1) . Bila terdapat perbedaan'pendapat atau sengketa di an-
tara kedua belah pihak sehubungan dengan Surat Perjan
jian ini maka kedua belah pihak setuju mengutamakan -

penyelesaiannya secara musyawarah untuk memperoleh mu
pakat.

(2) . Bila dengan musyawarah tidak dapat dicapai suatu pe -
nyelesaian, maka kedua belah pihak bersepakat untuk -

menyerahkan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.

(3) . Dalam hal ini kedua belah pihak setuju memilih tempat
tinggal tetap yang sah (domisili) di Kantor Panitera-
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 1.5

Perubahan dan Tambahan

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini
dan semua perubahan penyempurnaan yang dipandang perlu =~
oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Aden
dum / Amendemen yang merupakan lampiran yang tidak dapat -

terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Surat Perjan-
jian ini.

LAIN-LATIN

P asal 16

Lain - Lain




Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap sebanyak 8 (de -
lapan) kali terdiri dari 2 (dua) buah yang asli bermeterai
cukup, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak
pihak yang berkepentingan dan Yang ada hubungannya dengan
Perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 17

Penutup

(1) . Surat Perjanjian Tukar Bangun ini ditandatangani oleh
kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal -
tersebut di atas.

(2) . Surat Perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak tanggal
ditandatangani Surat Perjanjian ini.

-\l

PIHAK PERTAMA,

/
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MENTERI KEUANGAN ID’ID -39 7’
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 350 /KMK. 03 /1994
TENTANG

TATA CARA TUKAR MENUKAR BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESTIA

Menimbang : a. bahwa tukar menukar Barang Milik/Kekayaan
Negara yang dilaksanakan oleh departemen/
lembaga merupakan salah satu cara memenuhi
kebutuhan departemen/lembaga terhadap gedung/
kantor dan atau perumahan beserta fasilitasnya
dalam hal APBN tidak mampu menampung kebutuhan
departemen/ lembaga:

b. bahwa pelaksanaan tukar menukar perlu diter-
tibkan sehingga tidak berakibat merugikan
Negara; :

Cc. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu
untuk menetapkan Tata Cara Tukar Menukar
Barang Milik/Kekayaan Negara dengan Keputusan
Menteri Keuangan;

Mengingat ¢ 1. Keputusan Presiden No. 96/M Tahun 1993;

2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Memperhatikan : Pengarahan Bapak Presiden kepada Menteri Keuangan
tanggal 20 Juni 1994; » .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
: TENTANG TATA CARA TUKAR MENUKAR BARANG MILIK/
KEKAYAAN NEGARA. i

Pasal 1

Barang Milik/Kekayaan Negara adalah barang
bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/
dikuasai oleh instansi Pemerintah yang sebagian
atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran

Ay
'

c:bbgsk-tukar.ak

Kp. : A/S8J.851/7



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor ; 350 /KMK.03 /1994
Tanggal ; 13 Juli 1994

gara serta dari perolehan
termasuk kekayaan Negara yang
ikelola BUMN) dan kekayaan

menukar Barang MiIik/Kekayaan Negara adalah
Pengalihan pemilikan. dan atau penguasaan barang
Lidak bergerak milikK Negara kepada pihak lain
dengan menerima Penggantian utama dalam bentuk
barang tidak bergerak dan tidak merugikan Negara,

Pasal 3

Tukar menukar Barang Mi]ik/Kekayaan Negara dijlaky-
kan oleh Departemen/Lambaga dengan pihak lain guna
memenuhi kebutuhan Departamen/Lembaga terhadap
gedung/kantor atau Perumahan .beserta fasi]itasnya,
karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak
mampu membiayai kebutuhan tersebut,

Pasal 4

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
adalah Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/
Badan Usaha Milik DaerahL”Koperasi dan Swasta,

L

Pasal 5

Pelaksanaan tukar menukar Barang Mi1ik/Kaquaan
Negara dilakukan berdasarkan tata cara yaqgldwatur
dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal ditetap-
kan.

Ditetapkan di JAKARTA.
Pada tanggal © 13 Juli 1994

JALTNAN sesuai dengan a3linya
-KEPALA BIRO UMUM MENTERI KEUANGAN,

td: :
MAR’IE MUHAMMAD




L ompicon 3

REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PEKERJAAN UMUM

Namor : Un 01 05 - Mn/290 ) vakarta,]5April 1985,
Iampiran : 1 (satu) uraian

Kepada yang terhormat,
Saudara Menteri Keuangan
di =

JAKARTA,

Perihal Pedanan Umum Cara dan Tata Cara " Ruilslag " ( Tukar Barxmun )
antara Departemen / Lembaga Negara dengan fihak lain,
/

Dengan ini kami sampaikan dengan honrat hal - hal sebagai berikut ;

1. Akhir-akhir ini terlihat cukup banyak kegiatan peralihan hzk a -.
tas barang-barang tak bargerak milik necara yang dilakukan oleh bebera-
pa Departemen/Instansi kepada fihak lain yang dilakukan secara Eu_fir__bi-_
ngun ( ruilslag ). .
Hal ini dapat dipahami, satu dan lain karena antara lain adanya kedbirtuh-
an akan bangunan/ruang kerja yang semakin meningkat, im:fang tersedianva-
dana/anggaran yang mencukupi serta pula adanya perulxahan masterplan/ren-
cana induk daerah setempat/lokasi, bangunan tidak lagi/kurang ccx:ok;atag
Pun bangqunan vang ada marang sudah cukup tua (baawvallig) , setﬁngga! mem-
banhayakan dan tidak lag;ak untuk ditempati sebagai tamat kerja ataui ling
kungannya kurang sesuai untuk suatu kantor Pamerintah, ‘

'
|
2. Namun, dilain fihak sanpai sekarang dirasakan talwa peratur%m -
yang mengatur cara dan tata cara tukar bangun (ruilslag) tersebut sécara
lengkap belum ada, sedangkan ketentuan yang telah ada yaitu dalam Kl:putg
san Presiden RI Nomor 29 Tahun 1984 khususnya pasal 13 dirasakan m_‘asih-
terlalu umm ( sumir ). :

3. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut hemat kami kiranya perlu
ada peraturan atau padoman umum yang mengatur cara dan tata cara tufra.r o

oz i 151 LRSI e




- _ R X

>

bangqun (ruilslag) termakswg Seécara lengkap, agar didalam pelaksana:n
dan penvelesaiannya dapat lebih tertib, aman dan terkenfdali,selﬁngga
dapat dihindari hal-hal yang dapat merugikan Pemerintah. |
Pedaman umam te'z':se_but kami usulkan dengan memuat/antara lain Prinsip
Prinsip sehacai berikut

tuk terjemahan/gantj_nya istilah " ruilslag " seyogyanya dipergr_.}
nakan istilah " Tukar Bangun ",

3.2. Jumlah luas tanakh Pengganti dan lokasinya harus disetujui dahj-

3.3. Rencana/Disain banqunan Gedung dan fasilitashya harus disetujni

3.4. Harus disiapkan/disusm lebih dahuly Suatu rencana kerja dan ’—

yang dikehendaki dan harus disetujui oleh calon pemakai sebagai
landasan tukar bangun.

3.5, Instansi calon pemakai harus dapat diikut sertakan dalam pangé-
wasan pelaksanaan pekerjaan, agar supaya pelaksanaannya sesuaj.-
dengan disain dan RKS ( bestek ) serta Persyaratan teknis,

3.6. Pelaksanaan ruilslag " ( tukar bangqun ) baru dapat dianggap =

3.7. Selama pantangunan bangunan Pengganti sedang dalam pPelaksanaa -,
dan sebelum serah terima banqunan dilakukan, tigak di:benarkan-



-3 =

bangunan ini tetap digunakan oleh Instansi yang meng- “rui
-kan ( tukar tangun ) ﬁingga. Saat Instansi tersebut dapat
gunzhan bancunan bapg,

sebagai bahan masukan bagi Savdara,

Adapun podeman yang kami susun sifatnyva masih winin dan apabila dike-
nendaki, maka kami Persedia untuk membanty Penyusunan Pedoman Tikar-
Bangun secaras lebih lengkap Gan terperiﬁci. ‘

: ;-' ”". f{a. ‘ ) \ .

. ‘2% iz _. 2
» -:.\ s b "‘._."' /,-'? S s S
‘M-’-"’ TT."SUYONO SOSRODARSCHO .,
S

Tembusan _disampaikan kepada vth .

1. sdr. Solretaris Jenderal Departeman py 5

2. sar. Sckretaris Jenderal Dep. Keuzngan ;

3. &3r, Inspaktur Jenderal Departemen py ;

4. &ir. Diroktur Jenderal Cipta Karya ;

5. S3r. Xemala Balitbang Departemen py ;

6. Sdr. Direktur Tata Bangunan Ditjen Cipta Karya ; :
7. Sdr. Kepala Biro Hukum Departemen py ; '
8. &dr. Kepala Biro Keuangan Departemen py ;

3,

» Wrtiingoal
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PENJELASAN ATAS POLA
PROSEDURE/TATACARA TUKAR—BANGUN ( RUILSLAG)
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

TAHAP PERSIAPAN

1.A. Surat Permohonan tukar bangun dari Penawar/Para Penawar yang ditujukan kepada

B.

Menteri.

Atau kepada Kepala Kantor Wilayah ( Kakanwil) Departemen Pekerjaan Umum Pro-
pinsi setempat.

Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum meneruskan surat permohonan Tukar-
Bangun dari Penawar/beberapa Penawar tersebut kepada Menteri.

Menteri segera membentuk Tim Persiapan/Pelaksana Tukar-Bangun atas tanah/
bangunan yang bersangkutan, yang tugas-tugasnya, antara lain .

3.1.  menyusun rencana kerja dan syarat-syarat (R.K.S.) secara umum

3.2.  mengadakan inventarisasi dan evaluasi mengenai tanah dengan atau tanpa
bangunan yang akan saling dipertukar-bangunkan.

Tim Tukar Bangun mengadakan pertemuan penjelasan ( Aanwijzing )

Tim Tukar Bangun menetapkan 3 (tiga) calon Penawar untuk diteruskan dan diusul-
kan kepada Menteri agar ditunjuk 1 (satu) calon Penawar sebagai calon Penawar
Terpilih ( Pemenang ) yang selanjutnya disebut Penukar.

TAHAP PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN.

6.

Menteri menunjuk 1 (satu) calon Penawar sebagai pemenang dan selanjutnya me-
nyampaikan surat permohonan persetujuan/Izin tukar bangun dimaksud kepada
Menteri Keuangan.

Sambil menunggu persetujuan Menteri Keuangan, Tim Persiapan/Pelaksana Tukar
Bangun memerintahkan kepada Penawar terpilih untuk menyampaikan Jaminan
Penawaran dengan jumlah dan cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menteri Keuangan memberikan persetujuanfizin tukar bangun kepada Menteri.

Dalam persetujuan Menteri Keuangan ini ditentukan

7.1.  perlu dibentuk Panitia Penaksir Harga Antar dep.

7.2,  perlu dibentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Penukar
[Pengganti.

Atas dasar tersebut butir 7.1. maka dibentuk Panitia Penaksir Harga Antardep
dengan Keputusan Menteri. _
Panitia Penaksir ini beranggotaan wakil-wakil dari Departemen Keuangan, Depar-
temen Pekejaan Umum dan Ditjen Agraria, dengan tugas-tugas antara lain .

8.1.  melakukan inventarisasi dan evaluasi data atas tanah dan bangunan yang
akan saling dipertukarkan.

8.2. melakukan penilaian dan penaksiran atas harga tanah dan bangunan yang
akan saling dipertukarkan dengan berpedoman bahwa Negara tidak dirugikan .

8.3.  menetapkan nilai taksiran tukar bangun dalam suatu Berita Acara Penaksiran
harga.

8.4. Jangka waktu tugas Panitia Penaksir ditetapkan selama 2 (dua) bulan

Panitia Penaksir Harga Antardep melaporkan hasil penyelesaian tugasnya kepada

Menteri dengan dilampiri Berita Acara Penaksiran Harga dan dokumen lain yang
berkaitan.



34

Dengan laporan tersebut maka tugas Panitia Penaksir Harga Antardep telah berakhir
dan bubar dengan sendirinya.

Selanjutnya kepada Penawar terpilih diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan
mengenai kesanggupan untuk melaksanakan tukar bangun sesuai dengan !

— nilai tukar bangun yang telah ditetapkan.

— persyaratan-persyaratan tukar - bangun.

— ketentuan-ketentuan yang berlaku.

I1I. TAHAP PELAKSANAAN

10.A. Menteri menetapkan Penawar terpilih menjadi Penukar dengan surat keputusan dan

10.B.

1.1,

12:

sekaligus menunjuk Sekretaris Jenderal untuk mewakili Menteri/Departemen dalam
rangka pelaksanaan tukar bangun, antara lain berwenang untuk menandatangani
perjanjian, dokumen-dokumen lain dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan [ penyelesaian tukar-bangun tersebut ( serah terima tanah dan bangunan
dsb).

Menteri membentuk Tim Pengawas/Direksi Lapangan Pelaksanaan Pembangunan

Bangunan Pengganti dengan surat keputusan yang tugasnya antara lain :

10.B.1.Mengawasi laju pekerjaan konstruksi dari segi kwalitas, kwantitas dan mutu
pelaksanaannya.

10.B.2. Mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketepatan waktu dan
biaya pekerjaan konstruksi.

10.B.3. Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian-penyesuaian
yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.

10.B.4. Menyusun Berita Acara persetujuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan dan
Serah Terima I dan Il Pekerjaan konstruksi.

10.B.5. Membuat laporan per 3 (tiga) bulanan atas tugas pengawasan pembangunan
tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan ini tercakup didalamnya kegiatan-kegiatan
11. A+B Penyelesaian dokumen kelengkapan baik oleh Departemen maupun oleh
Penawar dalam rangka Perjanjian Tukar Bangun (PTB).

11. C Pengawasan terhadap kwalitas dan kwantitas bangunan oleh Tim Penga-
wasan/direksi Lapangan.

11. D.1. Laporan Tim Pengawas Lapangan kepada Menteri mengenai penyelesaian
pembangunan bangunan pengganti dalam keadaan siap pakai/huni dan
telah memenuhi persyaratan sesuai kontrak tukar-bangun.

11. D.2. Tembusan laporan Tim Pengawas Lapangan kepada Tim Persiapan/Pe-
laksana Tukar-bangun. =

Pelaksanaan Serah Terima dilakukan antara Departemen cq. Sekretaris Jenderal dan
Pihak Penukar dengan suatu Berita Acara Serah Terima Bangunan.

Dalam penyerahan ini berarti
- Tanah atau Bangunan baru atau tanah beserta bangunan baru (beserta sarana
dan fasilitas) pengganti telah selesai dan siap pakai (siap dihuni).

— Tanah dengan atau tanpa Bangunan Departemen yang ditukar-bangun sudah
dapat dikuasai oleh pihak Penukar, dimana Penukar sudah berhak untuk
membongkar dan scbagainya.
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= Setelah Serah Terima ini segala hak dan kewajiban atas tanah dan bangunan
yang saling dipertukarkan beralih kepada pemegang hak yang baru, sekaligus
menutup hak masing-masing untuk saling menuntut atas barang yang telah
diserah-terimakan tersebut.

13. Laporan Tim Persiapan/Pelaksana Tukar-Bangun kepada Menteri tentang penyelesai-
ar tukar-bangun.

14. Surat Menteri kepada Menteri Keuangan mengenai penyelesaian tukar bangun.
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Permohonan T.B. cleh Penawar

3

Q< 2. Pembentukan Tim
w
EIS 3. Pelaksanaan tugas Tim aJl. Penyusunan ren-
cana kerja dan syarat-syarat [R.K.S.).
»
4, Pengajuan usulan 3 Penawar oleh Tim kepa-

da Menterl.

Penunjukan 1 Penawar oleh Menteri

Permohonan persetujuan tukar-bangun ke-
pada menteri Keuangan,

melinierel

Jawaban Menteri Keuangan tentang perse-
tujuan wkar-bangun,

Pembentukan Tim Penaksir harga antar
Departemen ocleh Menteri Pekerjaan Umum

Pelaksanaan Tugas Penaksiran oleh Tim,

o]}

10.

Laporan Tim Penaksir kepada Menteri Pe-
kerjaan Umum mengenai penyelesaian tugas

£l

£l

Penetapan Penawar menjadi Penukar oleh
Menteri Pekerjaan Umum dengan S.K. seka-
ligus penunjukan Tim Persiapan/Pelaksana
Tukar Bangun sebagai Wakil Menteri/Depar-
temen Pekerjaan Umum,

Zl

Tahap pelaksanaan tukar-bangun antara Tim
dan Penukar (perjanjian dan lain-lain).

.

Pembentukan Tim Pengawas Lapangan
dengan S.K. Menteri dan pelaksanaan tu-
gasnya,

vl

Laporan akhir Tim Pengawas kepada Mente-
ri PU dan tembusan disampaikan kepada
Tim P/P T-B,

Sl

15.

Penghapusan dari daftar inventaris PU oleh
Menteri PU dengan suatu S.K, untuk dise-
rahken kepada Penukar sekaligus menunjuk-

Tim P/P=TB untuk melakukan serah teri-
ma.

9l

Pelaksanaan serah terima phisik bangunan
pengganti setelah memenuhi syarat-syarat
antara Tim P/P—TB dan Penukar,

Ll
8l

Laporan Tim P/P-TB kepada Menteri
Pekerjaan Umum tentang penyelesaian serah
terima dari tukar-bangun,

Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan
hasil penyelesaian tukar bangun kepada
Menteri Keuangan.

6L

19.

Tembusan surat Menteri PU al. Dittaba Dit-
jen Cipta Karya yang selanjutnya oleh Ditta-
ba berdasarkan tembusan-tersebut mempro-
ses penyelesaian pendaftaran atas tanah dan
bangunan pengganti sebagai barang milik
Negara,
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

Noﬁnor c 28025 /J25.1.1/PP.9/200 1 Jember, 17 Sertenber 2001
Lampiran :

Perthal : KONSULTASI

Yth. Kepala Derartemen Kimpraswil
lrervanaran Nasicnal Jakarta
i
Jahkartoeo, -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan horiat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa !

Nama : Romi Protomo Yudistian

NIM : 86 - 075

Program S 1 Imu Hukum

Alamat dly Javm TTee Nes2 Jombey

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : & “<.iion hulmm Sentang new

laksanasan tular menulkar aset Lonah Can Loo_tnan toe
ESra valily Sgpda'londa Uelerjomn Toam dengan PT, Roe

Y - saws  aw el 14 9 e . 7]
o Molrrar Mrdseh 4l Jalartas

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkap: bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama vang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.

Tembusan Kepada :
e Yth. Ketua Bagian PR SR i
» Yang bersangkutan.

e  Arsip.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalooto Kotak Pos 9 lember 68121
| (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

Nomor /125.1.1/PP.9/200 Jember,
Lampiran : 2902 1 24 Septomber 2001
Perihal =KONSULTASI

Yth.

Kepala Departcmen Keuangan

Up, Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara

Jakarva

di -

Jakarta,=
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan horinat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa !
Nama

Tond Pratomo Yudistian

NIM s
__76 - 07
Program :S1 llinu Hukum
Alamar
) Jie Jawa IZ,c/2. Jember
Keperluan : Konsultas: men’gén‘éi }naas%?al': ;

" Kajlan Hukun tentang Pe=

laksanaan tukar menukar aset tenah dan bangunan ne-
gara antara Devartenen Pekerjaan Umum dengan PT,Ru=
kun Makmur Indah di Jakartae"

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan keriasama vang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.

Tembusan Kepada :

o Yih Ketua Bagian s
7 K9jur, Perd i
¢ Yang bersangkuran. Jury Perdata,

e  Arsip.



Nomor

Lampiran :
: KONSULTASI

Perihal

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos & Tember 68121
2 (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

. 2825 /125.1.1/PP.9/2001 Jember, 17 September 2001

vih. Kepala Departemen Dalam llegeri
Upe Badan lertahanan Nasional
Jakarta.
di -
Jakartae=

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama . Roni Peatomo Yudistian
NIM . 96 = 075

Program 81 Umu Hukum

Alamat : Jle Joawa II,¢ Noe2 Jember

. . . _ , " 3
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : Kajian Hulum tentang Pe-

laksanaan tukar menukar Acet Tanah dan Bangunan Ne-
gara antara Dopartemen Pekerjaan Umum dengan PTy Rue
lkun Malomr Indahydl Jakarta,"

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkap: bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.

Tembusan Kepada ©  Kejur, Perdatase
Vil Ketua Bagian we-ereeereerseeosesernennes
Yang bersangkutan.

L]

Arsip.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN KEKAYAAN NEGARA

JI. Lap. Banteng Timur No. 2-4 Telenon : 386 - 4780, 386 - 4781
Jakarta 10710 :386-4783,386-4784
Kotak Pos 1139 Faksimile 1386 -4785

Nomor: 8- 20/A.5/2001 10 Oktober 2001
Sifat |

Perihal : Bahan penyusunan skripsi Mahasiswa
an. Roni Pratomo Yudistian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

JI. Kalimantan 37

Jember

M.enunjuk surat Saudara No.2902/J.25.1.1/PP.9/2001 tanggal 24 September 2001

perihal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan jawaban quesioner

mahasiswa an. Roni Pratomo Yudistian, NIM 96-075, Program S1 Sarjana .Jukum dengan

tema masalah" Kajian hukum tentang pelaksanaan tukar menukar aset tanah dan bangunan
negara antara Departemen Pekerjaan Umum dengan PT.Rukun Makmur Indah di Jakarta ",
pada prinsipnya telah kami jawab (terlampir) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang

diatur dalam Keputusan Menteri keuangan No.350/KMK.03/1994 tgl 13 Juli 1994,

Demikirn, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

\
" Pembinaan Kekayaan Negara

/

Tembusan :

Sdr. Roni Pratomo Yudistian
Jl.Jawa Il.c/2

Jember



QUESIONER TENTANG TUKAR MENUKAR
ASSET NEGARA (TANAH DAN BANGUNAN) ANTARA
INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH DENGAN PIHAK LAIN
(PEMDA/BUMN/SWASTA)

Menunjuk Surat Nomor : 2825 / J.25.1.1 / PP.9 / 2001 tanggal 17 September 2001 perihal
konsultasi, maka dengan ini disampaikan questioner (daftar pertanyaan), untuk mendapatkan
jawaban/penjelasan secara ringkas mengenai masalah tukar menukar secara umum mengenai asset
negara (tanah dan bangunan) yang dikuasai oleh Instansi/Lembaga Pemerintah dengan pihak lain
(Pemda, BUMN, Swasta) sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan proses tukar menukar (ruilslag) asset negara antara Pemerintah
dengan Swasta, landasan hukum apa yang digunakan sebagai dasar/pcdoman pelaksanaan
tukar menukar tersebut ?

Landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaannya : Keputusan Menteri Keuangan
No. 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang tata cara tukar menukar Barang
Milik /Kekayaan Negara

2. Apakah aia tolok ukur untuk menilai asset negara yang akan ditukar tersebut ?
Tolok Ukur yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 350/KMK.03/19%4
tanggal 13 Juli 1994 adalah :
- Untuk penilaian tanah berpedoman pada NJOP terakhir dari Ditjen Pajak
- Untul: penilaian bangunan berpedoman pada keputusan Dirjen Cipta Karya tentang
pedoman Standardisasi dan Operasional penyelenggaraan Pembangunan Gedung
negara dikurangi penyusutan sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Apakah penilaian asset negara tersebut dilakukan sendiri olch instansi/lembaga pemerintah

yang akan mengadakan tukar menukar atau penilaian tersebut dilakukan oleh beberapa
instansi dalam suatu Tim/Panitia ?
Penilaian asset dilakukan oleh Tim Interdep yang dibentuk oleh Departemen teknis
berdasarkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tukar Menukar dari Menteri Keuangan yang
beranggotakan : Departemen/Lembaga yang bersangkutan, Departemen Keuangan Cq.
Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan
Nasional :

4. Bagaimanakah instansi/lembaga yang menukaikan assetnya itu mendapatkan partner
penukar dalam proses tukar menukar tersebut ? Apakah dilakukan dengan penunjukan
langsung atau ada pemilihan tender diantara beberapa calon penukar ?

- Sesuai dengan pedvman pelaksanaannya Keputusan Menteri  Keuangan
No. 350/KMK.03/1994 Departemen/Lembaga mclaksanakan penawaran terhadap
tanah dan bangunan yang akan dipertukarkan melalui tender (sedikitnya 5 peserta
tender)

- Mengenai penunjukan langsung belum diatur di Keputusan Mentcri Keuangan
No. 350/KMK.03/1994, hal-hal yang belum diatur di Keputusan Menteri Keuangan
harus meminta persetujuan Presiden sebagai Pembina Umum Kekayaan Negara.



6.

10.

. Apakah ada jangka waktu proses pelaksanaan tukar bangun tersebut sampai sclesai ?

- Belum ada pengaturan jangka waktu proses pelaksanaan tukar menukar (biasanya
mengenai jangka waktunya kesepakatan bersama dengan pihak ketiga dan dituangkan
dalam kontrak /perjanjian)

- Namun untuk jangka waktu penaksiran oleh Tim Intzrdep selambat-lambatnya 90 hari
sejak ditetapkannya persetujuan pelaksanaan oleh Direktur J :nderal Anggaran An.
Menteri Keuangan.

Apakah ada sanksi di dalam pelaksanaan tukar menukar apabila ada wanpresiasi oleh

salah satu pihak ? sanksi apakh yang dapat dikenakan kepada penukar swasta yang tidak

dapat memenuhi kewajibannya selama proses tukar menukar terscbut ?

- Belum ada pengaturan sanksi yang diatur dalim Keoutusan Menteri Keuangan
No.350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994,

- Sanksi apabila wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajibannya diatur dalam
kontrak perjanjian yang disepakati bersama dengan pihak ketiga sehingga sanksinya
tergantu 1g dari perjanjian/kontrak pekerjaan yang telah dibuat bersama.

Dokumen tertulis apa saja yang dibuat/diterbitkan oleh instansi/lembaga dalam rangka
proses penyerahan akhir tukar menukar ?
- Surat Keputusan Penghapusan asset yang dilepas sang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan/Ketua Lembaga
- Menyiapkan Berita Acara Serah terima Aset dengan pihak ketiga :-ang menyatakan :
= Asset pengganti sesuai dengan perjanjian/kontrak dan siap pakai secara fisik dan
administrasi yang telah dinyatakan oleh Tim Penilik dalam hasil pemeriksaan.

Apabila penukar swasta mengundurkan diri selama proses tukar menukar tersebut masih
berjalan, apakah sanksi yang dapat dikenakan ?

Tidak ada sanksi yang diatur dalam pedoman pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan
No. 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994

Apakah tukar menukar asset negara dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara Lain ?

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 pasal 4
dapat dilakukan dengan Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Koperasi dan s wasta.

Kapan Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar dibuat dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak ?
Sejak :
1. Asset pengganti telah selesai dibangun, siap pakai baik secara fisik ataupun
Administrasi sesuai dengan Perjanjian/kontrak
2. Hasil pemeriksaan Tim Penilik menyatakan bahwa Asset penggant, telah sesuai
dengan kontrak/bestek
3. Asset yang dilepas telah dihapus dengan surat keputusan penghapusan
Menteri/Kctua Lembaga atau Pejabat yang berwenang



11. Apakah tukar menukar asset negava dapat dilakukan oleh sesama Instansi / Lembaga
pemerintah ? -
Tukar menukar dilakukan oleh Departemen/Lembaga dengan pihak lain, pihak lain sesuai
Keputusan Menteri Keuangan No. 350/KMK.03/1994 adalah Pemerintah Daerah,
BUMN/BUMD, Koperasi dan Swasta.
Jadi apabila dilakukan dengan sesama Instansi/Pemerintan Pusat atau antar
Departemen/Lembaga tindaklanjutnya dengan saling hibah tidak dengan tukar menukar.

12. Apakah dalam proses tukar bangun Instansi/Lembaga yang menukarkan asset negara
menerima uang dari pihak penukar swasta, meskipun nilai asset negara lebih besar dari
nilai asset penukaran dari pihak swasta ?

Apabila terjadi kelebihan nilai asset negara dari nilai asset pihak swata, maka pihak
swasta harus menyetorkan selisih lebih dari nilai aset negara yang dilepas kepada Kas
Negara melalui Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

Apabila terjadi kelebihan Nilai Asset swasta, maka Pemerintah tidak akan mengganti
kerugian tersebut.

Pada prinsipnya tukar menukar tidak boleh merugikan negara

13. Apakah syarat-syarat suatu asset negara dapat dipindchkantangankan dengan cara tukar

menukar ?

Syarat-syaratnya adalah :

1. Terkena Planologi

2. Belum dimanfaatkan secara optimal (idle)

3. Menyatukan asset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi d.m dalam

rangka efisiensi

4. Memenuhi kebutuhan operasional pemerintah akibat pen-jembangan organisasi

5. Pertimbangan khusus dalam strategis hankam

Dan vyang terpenting adalah dana untuk keperluan memenuhi  kebutuhan
Departemen/Lembaga tidak tersedia dalam APBN.

14. Apakah maksud dan tujuan diadakannya tukar menukar asset negara oich instansi
(lembaga pemerintah terkait) ?
Maksud tukar menukar merupakan salah salu cara memenuhi  kebutuhan
Departemen/Lembaga terhadap gedung/kantor dan atau perumahan bescrta fasilitasnya
dalam hal APBN tidak mampu menampung kebutuhan tersebut.
Tujuannya adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna assct ncgara untuk
kepentingan Departemen/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian jawaban /tanggapan atas questioner tersebut diatas

Jakarta, 3 Oktober 2001
yang memberikan jawaban/tanggapan

Nama : AAHAReoA O
0. 060 037ER 9

Jabalan EPALA SEKLSL S
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
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@4 T1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos & Jember 68121
mm— & (0331) 335462 - 330482 Fax, 330482
Nomor 12902 /J25.1.1/PP.9/2001 Jember, 24 September 2001

Lampiran =

Perihal : KONSULTASI

| Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u/p Direktur Pembinaan Kekayaan Negara
di JI. Lapangan Banteng

JAKARTA

Delian Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan horinat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : RHoni Pratomo Yudistian

NIM . 96 - 075

Program S 1 Imu Hukum

Alamat . Jl. Jawa II.c/2 Jember

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :" Kajian Hukum tentang Pe-

laksanaan tukar menukar aset tanah dan bangunan ne-
gara antara Departemen Pekerjaan Umum dengan PT,Ru-
kun Malkmur Indah di Jakarta,"

Hasil konsuitast inl digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan Kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih,

Dekan.

Tembusan Kepada : 7

i . o e jur 1 —
o Yth. Ketua Bagian .Ledure. Perdataes
e Yang bersangkuran.

e Arsip. L 3 okl e
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBLER
FAKULTAS HUKUM

71, Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
S (033]) 335462 - 330482 rax. 330482

2825 [J25,1.1/PP.9/200 1 Jember, 17 September 2001

Lampiran :
Perihal  KONSULTASI

Naomaor

Yth. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
u/p Kepala Biro Hukum
di JI. Pattimura 20 Kebayoran Baru

JAKARTA
Telan alultas Hukum Universitas Jember bersama i dengan horinat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa .
Nt A - Roni Pratomo Yudistian
NIM 96 - 075
Drogram S 1 Ilmu Hukum
Adamat - Jl, Jawa II.c No.2 Jember

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : Kajian hukum tentang pe-
laksanaan tukar menukar aset tanah dan bangunan ne-
zara antara Departemen Pekerjaan Umum dengan PT, Ru-

un Makmur Indah di Jakarta."

Hasil konsuitasi ini digunakan untuk melengkapt bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasth.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :
« Yt Retua Bagian

¢« Yang bersangkuran

e Arsip.
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Tember 68121
& (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

Nomor 2825 /J25.1.1/PP.9/200% Jember, 17 September 2001
Lampiran @ — LY ¥ —
Perihal @ KONSULTASI 4l Pernire
Uity e PUStakaan
YLl yih Menteri Dalam Negeri -
wp Kepala Badan Pertanahan Nasional ——

di J1. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru

JAKARTA

Dekan Falultas Hukum Universitas Jember bersama il dengan horinat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa !

Nana - Roni Pratomo Yudistian

NIM . 96 = 075

Program : S 1 lmu Hukum

Alamar . Jl, Jawa II.c No,2 Jember

Keperluan : Konsultasi mengenal masalah @ " Kajian Hukum tentang Pe-

laksanaan tukar menukar Aset Tanah dan Bangunan Ne-
gara antara Departemen Pekerjaan Umum dengan PT., Ru-
kun Makmur Indah,di Jakarta.'

Hasil konsuitasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

i Dekan.
7
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L SOEYONDHO. S.H.. M.S.

\IP. 130 879 632

Tembusan Kepada °
™ .‘!.L‘il. T«:C‘“.lli [‘521‘>j.',iurx ..............................
e Yang bersanglutan

e Arsip.





